
i 
 

PERAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN 
MOJOKERTO DALAM PERSPEKTIF KONTRUKSI SOSIAL 

 
(Ditinjau Dengan Teori Kontruksi Sosial Peter L Berger) 

 
SKRIPSI 

 

 Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  

Sosial (S. Sos) dalam Bidang Sosiologi 
 
 

 
 
 
 

Oleh: 
LAILIYUL MUFARROCHAH 

NIM. I03216012 
 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

J U R U S A N  I L M U  S O S I A L 
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI 

2020 
 

 

 
 



ii 
 

  



i 
 

Persetujuan Pembimbing 
 
 

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan 

skripsi yang ditulis oleh : 

Nama              : Lailiyul Mufarrochah 

NIM                : I03216012 

Program studi : Sosiologi 

Yang berjudul : “Peran Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten 

Mojokerto dalam Perspektif Kontruksi Sosial” saya berpendapat bahwa skripsi 

tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar 

sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.  

 

 

 

Surabaya,  26 Juli  2020 

                                Pembimbing    

 

 

     

Moch. Ilyas Rolis, S. Ag, M.Si 

NIP: 197704182011011007 

 

 



iii 
 

  



iv 
 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

vii 

 

ABSTRACT 

  

Lailiyul Mufarrochah, 2020, The Role of Women in the Legislative Institution of 

Mojokerto Regency in an Social Construction Perspective (based on Peter L 

Berger's Social Construction Theory), Thesis of Sociology Study Program, 

Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya. 

 

Keywords: Role, Women, Social Construction. 

 

This research originated from the researcher's interest in the role of women in the 

legislative body of Mojokerto district. In which every democratic party the 

representation of women always increases. In looking at the phenomena above, if 

we look back, women are considered tabuh when they enter the legislative body. 

Some even say that the legislature is a male domain. Because women have narrow 

steps and think irrational. in the district parliament building. In Mojokerto, there 

used to be a policy that was unable to position women in a friendly manner. For 

example, women have to sit behind the men in front. Of course this policy is 

detrimental to them, their freedom is limited and they are not given space. from 

this, women are aware that anyone can sit in the legislative body. Because 

basically men and women have the same opportunity in any case. So that here 

women in the legislative body have to spend many times their energy so that 

people can believe in their quality and capabilities. In the past, women were 

contributed to things that were not profitable. Here, women in the legislature try 

to reconstruct things that benefit women. Starting from their environment for 

example. They always voice so that women can stand up straight and be able to 

spread their wings. The construction they have made is already in progress as 

evidenced by the large number of women's representation in the legislative body. 

and this is supported by public knowledge about women. 

 

This research was conducted at the Mojokerto Regency DPRD. used is descriptive 

qualitative. The informants were women legislators in Mojokerto regency. The 

process of collecting data is obtained through observation, interviews, and 

documentation. Techniques in analyzing data using interactive data collection and 

presentation of data. Meanwhile, the theory used is the Peter L. Berger Social 

Construction Theory. 

 

The results of this thesis research indicate that the role of women in the legislative 

body of Mojokerto district has a vital role. Among them are women in the 

legislature making policies that are able to position women in a friendly manner, 

as role models for other women, and become cogs. a task that requires women in 

the legislative body to chat with the community and talk. So indirectly, women in 

the legislative body provide education to the community, especially women. 
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ABSTRAK 

 

Lailiyul Mufarrochah, 2020, Peran Perempuan di Lembaga Legislatif 

Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Kontruksi Sosial (Ditinjau Dengan Teori 

Kontruksi Sosial Peter L Berger) ), Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. 

 

Kata Kunci : Peran, Perempuan, Kontruksi Sosial. 

 

Penelitian ini berawal ketertarikan peneliti terhadap kiprah perempuan di lembaga 

legislatif kabupaten Mojokerto. Yang mana setiap pesta demokrasi keterwakilan 

perempuan selalu meningkat. Dalam melihat fenomena diatas, jika kita melihat ke 

belakang bahwa perempuan dianggap tabuh ketika masuk di lembaga legislatif. 

Bahkan, ada yang mengatakan lembaga legislatif adalah ranah laki-laki. Sebab 

perempuan memilki langkah sempit dan berfikir irasional. di gedung DPRD kab. 

Mojokerto dulunya ada kebijakan yang tidak mampu memposisikan perempuan 

dengan ramah. Misalnya perempuan harus duduk dibelakang laki-laki didepan. 

Tentu saja kebijakan tersebut merugikan mereka, kebebasan mereka dibatasi serta 

tidak diberikan ruang. dari hal tersebut perempuan sadar bahwa siapapun bisa 

duduk di lembaga legislatif. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan 

memiliki kesempatan yang sama dalam hal apapun. Sehingga disini perempuan di 

lembaga legislatif harus mengeluarkan tenaga berkali-kali lipat agar masyarakat 

percaya pada kualitas dan kapabilitas mereka. Jika dulu perempuan dikontrusksi 

ke hal yang tidak menguntungkan. Disini perempuan legislatif mencoba 

mengkontruksi ulang ke hal yang menguntungkan perempuan. Dimulai dari 

lingkungan mereka misalnya. Mereka selalu menyuarakan agar perempuan bisa 

berdiri tegak serta mampu melebarkan sayapnya. Kontruksi yang mereka buat 

secara tidak langsung sudah berjalan dibuktikkan dengan banyaknya keterwakilan 

perempuan di lembaga legislatif. dan hal tersebut didukung oleh pengetahuan 

masyarakat tentang perempuan. 

 

Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Mojokerto. yang digunakan yaitu 

kualitatif deskriptif. Informan adalah perempuan anggota legislatif kabupaten 

mojokerto. Proses pengumpulan data didapat melalui observasi (pengamatan), 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik dalam melakukan analisis data 

menggunakan interaktif yaitu pengumpulan data dan penyajian data. Sedangkan 

teori yang digunakan yaitu Teori Kontruksi Sosial Peter L Berger. 

 

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa peran perempuan di lembaga 

legislatif kabupaten Mojokerto memiliki peran vital. Diantaranya perempuan di 

lembaga legislatif membuat kebijakan yang mampu memposisikan perempuan 

dengan ramah, sebagai role model untuk perempuan lain, serta menjadi roda 

penggerak. tugas yang mengharuskan perempuan lembaga legislatif bercengkrama 

dengan masyarakat serta berbicara. Maka secara tidak langsung perempuan di 

lembaga legislatif memberikan edukasi kepada masyarakat khusunya perempuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan 

keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya 

kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada 

kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam 

jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan 

laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. 

 Praktik politik patriarkis ini tumbuh subur dan cenderung ditanggapi 

secara persuasif lantaran dilatari oleh sejumlah hal. Bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia, patriarkisme sudah menjadi tradisi dan budaya yang 

diwariskan turun-temurun, lalu dianggap sebagai sesuatu yang wajar belaka. 

Bahkan, perempuan yang nyaris selalu menjadi pihak pesakitan alias korban 

atas budaya patriarki tersebut pun lebih sering hanya menerimanya sebagai 

 kodrat. Budaya patriarki kian mendapat pembenarannya ketika 

penafsiran ajaran agama pun dalam banyak hal lebih berpihak pada 

kepentingan laki-laki. 

 Menurut Siti Musdah Mulia (2010), rendahnya partisipasi politik 

perempuan juga dilatari oleh adanya pemahaman dikotomistik tentang ruang 

publik dan ruang domestik. Bagi sebagian besar perempuan, terutama di 

level akar rumput dan pedesaan di mana mayoritas perempuan hidup, politik 

kerap dipersepsikan sebagai ruang publik yang tabu bagi perempuan. Politik 
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juga kerap diidentikkan dengan kemandirian, kebebasan berpendapat dan 

agresivitas yang umumnya lekat dengan citra maskulin. 

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan suatu lembaga 

yang susunannya mennggabarkan perwakilan seluruh rakyat daerah. Yang 

mana anggotanya yaitu mereka yang telah diambil sumpahnya sesudah itu 

dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, 

sejalan dengan hasil pemilu.
1
 UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (3) berbunyi 

“pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 

Dewan Perwakilaan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalaui pemilihan umum.” Sehingga siapapun yang memperoleh hasil 

suara terbanyak. Maka, merekalah pemenangnya.
2
 

 Peran partai politik sangat besar dalam merekrut calon wakil rakyat 

baik di pusat maupun di daerah. Partai dan pimpinan partai politik harus 

mempunyai political will dan komitment yang tinggi untuk memberi 

peluang dan posisi kepada kader-kader wanita dalam kepengurusan partai, 

dan menempatkan mereka sebagai calon jadi.
3
 

 Berkaitan dengan penerimaan budaya, kiranya tidak dapat 

mengadakan perubahan secara tepat, namun perlu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender agar 

terbuka pikiran dan wawasan sehingga muncul perilaku mendukung 

aktivitas wanita di segala bidang terutama bidang politik. 

                                                 
1
 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (3) 

2
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

3
 Ayu Putu Nantri,  Perempuan  dan Politik, jurnal Al-Khitabah  Khitabah, Vol. III, No. 1, Juni 

2017 : 117 – 133 
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 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai organisasi publik, 

senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya 

perubahan lingkungan sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan dengan 

perubahan tersebut agar lebih efektif, efesiensi, kompetitif, adaptif dan 

responbility dalam pencapaian tujuan. Bukan saja karena lingkungan dimana 

oerganisasi ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat 

menyesuaikan permaalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat. Perubahan 

tujuan ini akan menjadi pedoma, referensi dan sekaligus mengukur kinerja 

(peformance) oraganisasi yang bersangkuntan dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya. Lebih lanjut, menegaskan bahwa dalam organisasi yang 

berusaha untuk menjadi lebih kompetitif, reponsive dan adaptif, tujuan utama 

haruslah pada upaya mendorong semangat kerja sendiri diantara para 

kliennya atau di dalam masyarakat dimana ia saling berhubungan.
4
 

 Di dalam hal ini, perempuan anggota legislatif kabupaten mojokerto 

mempunyai sejarah panjang sebelum akhirnya keterwakilan perempuan 

meningkat secara signifikan. Dulu di lembaga legislatif mojokerto ada salah 

satu partai membuat kebijakan yang tidak mampu memposisikan perempuan 

dengan ramah. Termasuk dengan anggota legislatif perempuan. Yang mana 

kebijakan tersebut yaitu perempuan dilarang duduk di depan. Yang boleh 

duduk didepan hanya laki-laki sebab laki-laki adalah pemimpin. Kala itu 

keterwakilan perempuan masih sedikit sehingga perempuan tidak bisa berbuat 

banyak. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu perempuan anggota 

                                                 
4
 Syamsuddin Haris,2014. Partai, Pemilu, dan  Parlemen Era Reformasi . Jakarta : Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia. Hal. 240 
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legislatif kabupaten Mojokerto sadar bahwa hal tersebut adalah salah. Dan 

harus di akhiri. Ada juga salah satu partai melarang keras perempuan dan 

laki-laki ketika ada rapat paripurna dilarang untuk bersalaman, Itu dulu. 

Dengan meningkatnya keterwakilan perempuan tentu kebijkan-kebijakan 

semacam itu harus dihapuskan. Sebab kebijakan tersebut sangat merugikan 

perempuan.  

Dalam hal ini, perempuan anggota legislatif sudah banyak mengubah 

tatanan yang ada di Kabupaten mojokerto. Misalkan saja pimpinan dewan 

saat ini adalah perempuan. Kualitas dan kapabilitas perempuan tidak bisa 

diremehkan. Bahkan perempuan anggota legislatif menduduki peran vital 

serta peran utama. 

Pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Demi 

menciptakan kebijakan yang lebih egaliter antara laki-laki dan perempuan. 

Dalam hal ini, Sangat berharap kepada anggota legislatif agar selalu bisa 

memposisikan perempuan dengan ramah. Sehingga perempuan menjadi 

seimbang dengan laki-laki. Dengan begitu perempuan bisa bebas berekspresi 

tanpa di banyang-banyangi stigma dan paradigma yang ada di masyakat. 

Disini kebijakan afirmasi bagi perempuan sangat penting. Mengingat dulu 

perempuan tidak begitu di percaya di ranah politik. Dengan mewajibkan dari 

100%, 30 persennya harus ada sosok perempuan di dalamnya. meskipun hal 

tersebut masih kurang. Maka dari itu, diperlukan keterwakilan perempuan di 

lembaga legislatif demi terciptanya kebijakan yang mampu memposisikan 

perempuan. 
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 Selain itu, perhatian terhadap kehadiran kaum perempuan di dalam 

panggung politik, diwarnai paling sedikit oleh dua pandangan. Pertama, 

berkaitan dengan masalah keadilan. Tergambar dengan jelas bahwa sisa-sisa 

ketidaksamaan derajat antara pria dan wanita yang merupakan warisan dari 

masa kolonialisme telah menjangkiti masyarakat Indonesia. Usaha untuk 

menghilangkan ketimpangan yang didasarkan pada jenis kelamin ini secara 

umum diartikan sebagai peningkatan keikutsertaan perempuan di segala 

bidang kegiatan, termasuk kesempatan untuk menduduki jabatan politik 

maupun administrasi pemerintahan. Pandangan kedua yang berkaitan dengan 

masalah yang secara umum dapat disebut “efektivitas”. Seharusnya suatu 

Negara tidak menyia-nyiakan bakat dan potensi kaum perempuan bagi usaha 

untuk menciptakan suatu pemerintahan, dan mengembangkan suatu system 

administrasi dan perekonomian yang mampu bersaing. 

 Jika kita melihat kebelakang, Betapa susahnya perempuan dalam 

mencapai kesetaraan. Perlu perjuangan yang menguras keringat dan tenaga. 

Karena mojokerto sendiri masih terbayang-bayang kerajaan majapahit. Dan 

sedikit banyak nusantara atau Indonesia banyak mengadopsi budaya hindia. 

Salah satunya budaya patriarki. Misalkan saja perempuan tidak boleh makan 

sebelum laki-lakinya makan duluan. Dan masih terasah sampai saat ini adalah 

kesenjangan pendidikan serta politik. Dari budaya-budaya tersebutlah harus 

kita perbaiki, memberitahukan bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Karena 

pada hakikatnya perempuan dan laki-laki adalah sama. Kita harus membuat 

paham-paham tersebut tidak tumbuh subur di daerah kita. Agar kita mampu 

https://www.kompasiana.com/tag/politik
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bergerak bebas tanpa dibanyang-banyangi budaya yang tidak seharusnya 

tumbuh subur. Bahwa perempuan bisa di tempatkan disegala ruang. Baik 

domestik maupun publik.  

Kenapa peneliti ingin mengangkat peran perempuan di lembaga 

legislatif. Karena, peniliti melihat banyak perubahan yang signifikan di 

DPRD kab. Mojokerto, salah satunya adalah keterwakilan perempuan di 

DPRD Kab. Mojokerto semakin meningkat. Tahun lalu hanya 12 orang 

perempuan yang menduduki kursi anggota dewan. Sekarang meningkat 

menjadi 14 orang perempuan yang menduduki kursi anggota dewan. 

Ditambah lagi pada periode tahun 2019-2024 yang menjabat ketua DPRD 

kab. Mojokerto adalah perempuan. Hal ini sudah cukup untuk menjadikan 

alasan untuk mencari menggali lebih dalam lagi tentang hal tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaiamana peran perempuan di lembaga Lesgilatif DPRD Kabupaten 

Mojokerto dalam prespektif kontruksi sosial? 

2. Apa faktor pendorong dan penghambat perempuan dalam maju di 

lembaga legislatif? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan peelitian yang ingin 

dicapai adalah : 

1. untuk mengetahui peran perempuan di lembaga legislatif DPRD 

kabupaten Mojokerto dalam Prespektif kontruksi sosial. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 

 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat perempuan dalam 

maju di lembaga legislatif. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, baik secara 

teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Toritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

sumbangan berharga mengenai pengertian peran perempuan di 

Lembaga legislatif DPRD kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan terutama yang 

berkaitan dengan disiplin ilmu sosilogi. Serta yang mana nanti 

digunakan sebagai literatur tambahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini sebagai ajang pelatihan bagi peneliti. Serta untuk 

megembangkan keilmuan dan pengetahuan di tengah-tengah kompetisi 

global yang mana kualitas dan kapabilitas akan lebih dihargai untuk 

dunia saat ini. 

b. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini dapat membrikan informasi tentang bagaimana 

peran perempuan di lembaga legislatif kabupaten mojokerto dalam 

perspektif Kontruksi Sosial. 

D. Definisi Konseptual 
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Untuk dalam hal mendefinisikan sebuah konsep tentu saja memiliki 

banyak perbedaan arti yang mana menjadikan perbedaan dalam 

pemahaman. Karena pada dasarnya manusia berhak beramsumsi. sehingga 

disini diperlukan sebuah penjelasan agar nantinya tidak salah dalam hal 

penafsiran judul penelitian tentang “Peran Perempuan di Lembaga Lesgilatif 

DPRD Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif Kontruksi Sosial”  

1. Peran  

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan 

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.5 

Peran adalah kelengkapan dari hubungan–hubungan berdasarkan peran 

yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. 

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, 

yaitu : harapan – harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau 

kewajiban – kewajiban dari pemegang peran, dan harapan – harapan yang 

dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang – 

orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau 

kewajiban-kewajibannya.
6
 

                                                 
5
 Soerjono Soekamto . 2009 . Sosiologi Suatu Pengantar . edisi baru. Jakarta : Rajawali Pers. Hal. 

212–213 
6
 H.R.Abdussalam. 2007. Kriminologi, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung. Hal. 23 
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Identitas peran, terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten 

dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas peran (role identify). Orang 

memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka 

mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan 

perubahan besar. 

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki 

oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban 

yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak–hak dan 

kewajiban–kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 

suau fungsi. 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang 

juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang 

dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau 

diperankan pimpinan tingkat atas, menegah maupun bawah akan mempunyai 

peran yang sama. 

Syarat-syarat peran mencakup 3 hal yaitu : 

a. Peran meliputi norma–norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan–peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu–individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat 
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dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

c. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena 

suatu jabatan. Manusia sebagai mahkluk sosial memiliki kecenderungan 

untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan 

terjadi interaksio antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat 

anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling 

ketergantungan. dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang 

dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari 

kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak–hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang 

bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman 

yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang 

pengertian peran.
7
 

2. Anggota DPRD 

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan 

rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8
 DPRD 

adalah lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-

undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD 

                                                 
7
 Soerjono Soekamto . 2009 . Sosiologi Suatu Pengantar . edisi baru. Jakarta : Rajawali Pers. 

Hal.213 
8 Miriam Budiardjo, 2005.  Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 
hal. 30 
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dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang 

menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi negara 

(2000;24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk 

memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan 

rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan 

menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. 

Disini perempuan anggota legislatif Kabupaten Mojokerto memiliki 

karakater pemberani. Jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan 

kemaslahatan masyarakat. Maka, perempuan anggota legislatif dengan tegas 

dan lantang akan bersuara demi lahirnya kebijakan yang mampu membawa 

kemaslahatan khususnya mampu memposisikan perempuan dengan ramah. 

Sebab mojokerto mempunyai sejarah panjang untuk mencapai dititik ini. 

jika menengok kebelakang mojokerto dulunya tidak memposisikan anggota 

perempuan dengan ramah. Misalnya dulu ada salah satu partai membuat 

kebijakan yang mana ketika ada rapat paripurna perempuan harus duduk 

dibelakang sebab perempuan adalah makmum dan laki-laki adalah imam. 

Kemudian perempuan dan laki-laki dilarang berjabat tangan. Kini DPRD 

Kabupaten Mojokerto sudah berubah, sebab perempuan anggota legislatif 

berani membuat kepustusan.  

E. Sistematika Pembahasan 
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 Pembahasan hasil penelitian ini akan menggunakan sistematika 5 

(lima) bab yaitu sebagai berikut :    

 BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisiskan gambaran latar belakang fenomena yang akan 

diteliti, kemudian  rumusan masalah, serta dalam penelitian memiliki tujuan 

dan manfaat. Yang terakhir yaitu definisi konseptual beserta sistematika 

pembahasan. 

BAB II : KAJIAN TEORITIK 

  Bab ini mmenjelaskan tentang penelitian terdahulu terdahulu dari 

mulai kesamaan serta perbedaan. Kemudian dilanjutkan dengan tinjaun 

pustaka dan yang terakhir yaitu kerangka teori yang relevan dengan 

penelitian yang di ambil. Dalam hal ini pemilihan teori yang tepat sangat 

penting untuk menganalisis penelitian dengan judul “Peran Perempuan di 

Lembaga Legislatif DPRD Kab. Mojokerto dalam Pespektif Feminis Islam” 

BAB III : METODE PENELETIAN 

 Bab III ini, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan 

peneliti. Dari mulai jenis penelitian, lokasi, populasi, dan sample, metode 

pengumpulan data. Sehingga peneliti mengetahui keadaan lapangan dengan 

sebenarnya. 

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 Bab IV ini, menjelaskan tentang isi data hasil penelitian. Bagaimna 

data yang diperoleh akan di analisis dengan menggunakan teori yang 

relevan. Sehinngga nantinya data tersebut menjadikan sebuah informasi bagi 
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yang membutuhkan. Disertakan pula data atau data yang mendukung untuk 

memperjelas hasil dari penelitian tersebut. Sebab semua orang bisa 

berasumsi dengan keilmuan masing-masing. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab V ini, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

menyajikan secara ringkas dan jelas seluruh penemuan penelitian sesuai 

dengan rumusan masalah. Kemudian saran. Saran diberikan kepada pihak 

terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Penelitian Terdahulu  

Hasil penelitian terdahulu merupakan acuan dan referensi bagi peneliti 

untuk mengembangkan keilmuan dan pengetahuan. Dalam penelitian ini 

memliki kesamaan serta perbeadaan. Yang mana nanti akan berpengaruh pada 

hasil akhir. Berikut penelitian terdahu : 

1. Skripsi Oleh PRIMADYA ROSA AYU ANGGRAENY. 2016. Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan judul skripsi “Kinerja Anggota 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Periode Tahun 2014-2019 

ditinjau dari Aspek Legislasi (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Metro)” hasil penelitian menunjukkan bahwa : Hasil penelitian ini adalah 

DPRD perempuan Kota Metro periode tahun 2014-2019 sudah 

melaksanakan kinerjanya dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil triangulasi 

yang telah dilakukan, dengan membandingkan ketiga pihak (pro, kontra, 

dan netral) serta menyelaraskan hasilnya dengan dokumentasi dan 

observasi ketika penelitian. Anggota DPRD perempuan membuat agenda 

perubahan yang melibatkan perempuan baik secara pragmatis ataupun 

substantif. Tahapan pengambilan aspirasi masyarakat dilakukan dengan 

baik oleh anggota DPRD perempuan dengan berbagai macam agenda 

seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan. Tahap penyaluran aspirasi yang 

didapat dari hasil aspirasi telah disampaikan secara optimal. Tahapan 

terakhir dalam memperjuangkan kepentingan perempuan juga dikerjakan 
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dengan optimal oleh DPRD perempuan selaku badan perwakilan yang 

memang bertugas mewakili kepentingan perempuan. Namun budaya 

patriarki masih dipegang kuat oleh sebagian anggota DPRD laki-laki. 

Semua tugas dan fungsi yang berawal dari pengambilan aspirasi 

masyarakat, pengagregasian dan penyaluran masyarakat hingga 

peranggungjawaban kepada rakyat sudah dilaksanakan dengan baik oleh 

anggota DPRD perempuan. 

Persamaan dari penelitian ini : yaitu sama-sama membahas tentang 

keterwakilan anggota perempuan dalam lembaga legislatif. 

Perbedaan : disana saya akan memaksukkan Perspektif Kontruksi Sosial. 

Sehinnga nantinya menemukan jawaban-jawaban secara islam. Bagaimana 

islam memandang perempuan. Karena, selama ini dogma agama dibuat 

alasan untuk perempuan tunduk dan tidak mampu terbang. 

2. Skripsi Oleh ZAHRATUL KHUSNA. 2019. Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik. Dengan judul skripsi : “Peran Elit Politik Perempuan Studi 

Peran Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten 

Sidoarjo Periode 2014-2019” hasil penelitian menunjukkan : Pertama 

dimana peran anggota dewan perempuan yang ada di DPRD Kabupaten 

Sidoarjo terlihat belum maksimal dan memerlukan upgrading. Karena 

minimnya suara perwakilan politik kaum perempuan dan tidak ada yang 

menjadi pimpinan di lembaga DPRD. Namun dengan adanya dua anggota 

dewan perempuan yang masuk dalam jajaran anggota Bapemperda dapat 

dikatakan cukup mewakili dalam membuat peraturan daerah, karena yang 
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berperan penting dalam fungsi legislasi adalah Bapemperda. Kedua kinerja 

yang dihasilkan oleh anggota dewan perempuan sudah baik (progresif) dan 

menjawab social support kebutuhan masyarakat, dimana upaya-upaya 

anggota dewan perempuan dalam menampung aspirasi masyarakat, dan 

mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kaum perempuan dan sudah adanya 

perda yang responsif gender. 

Persamaan : sama-sama perempuan yang dijadikan obyek penelitian. 

Karena menurut saya pribadi banyak masyarakat yang kurang percaya 

terhadap kualitas perempuan. 

Perbedaan :  disana saya akan memaksukkan Perspektif Kontruksi Sosial. 

Sehinnga nantinya menemukan jawaban-jawaban secara sesuai Perspektif 

Kontruksi Sosial. Bagaimana islam memandang perempuan. Karena, 

selama ini dogma agama dibuat alasan untuk perempuan tunduk dan tidak 

mampu terbang. 

3. Skripsi Oleh ENI AGUSTINA. 2017. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

dengan judul penelitian “ Pandangan Suami Terhadap Kiprah Politik Istri 

di DPRD Surabaya” dengan hasil penelitian : mengungkapkan tentang 

pandangan suami terhadap kiprah politik istri di DPRD Surabaya, antara 

lain: perubahan sosial yang tidak signifikan, karena adanya prasyarat yang 

harus dipenuhi oleh istri ketika ingin berpolitik; adanya pemahaman 

tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga; serta dua wilayah 

yang berbeda berjalan dengan seimbang, yakni wilayah domestik dengan 

wilayah publik. 
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Persamaan : sama-sama perempuan dijadikan objek penelitian 

Perbedaan : disana saya akan memaksukkan Perspektif Kontruksi Sosial. 

Sehinnga nantinya menemukan jawaban-jawaban secara Perspektif 

Kontruksi Sosial. Bagaimana islam memandang perempuan. Karena, 

selama ini dogma agama dinuat alasan sehingga wanita merasa dibatasi 

untuk terbang. Atau kegiatan diluar masih dibatasi. 

B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Peran Perempuan  

menurut Suratman, peran adalah fungsi atau tingkah laku yang 

diharapkan ada pada individu seksual sebagai satu aktivitas. Menurut 

tujuannya, peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Peran publik, yaitu segala aktivitas manusia yang biasanya 

dilakukan diluar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan 

penghasilan. 

2.  Peran domestik, yaitu aktivitas yang dilakukan di dalam rumah 

dan biasanya tidak dimaksudkan untuk mendatangkan 

penghasilan, melainkan untuk melakukan kegiatan 

kerumahtanggaan. 

Adapun pengertian peran yang dikemukakan oleh Suratman adalah 

fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada individu seksual 

sebagai status aktifitas yang mencakup peran domestik maupun peran 

publik. bahwa analisis alternatif pemecahan atau pembagian peran 

perempuan dapat dilihat dari perspektif dalam kaitannya dengan posisinya, 
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partisipan pembangunan dan pekerja pencari nafkah. Jika dilihat dari peran 

perempuan dalam kontruksi sosial, maka dapat digolongkan, antara lain : 

a. Peran Tradisional 

Peran ini merupakan wanita harus mengerjakan semua 

pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, 

mengasuh anak serta segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. 

Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dalam mengatur rumah serta 

membimbing dan mengasuh anak tidak dapat diukur dengan nilai 

uang. Ibu merupakan figure yang paling menentukan dalam 

membentuk pribadi anak. Hal ini disebabkan karena anak sangat 

terikat terhadap ibunya sejak anak masih dalam kandungan. 

b. Peran Transisi 

Adalah peran wanita yang juga berperan atau terbiasa bekerja 

untuk mencari nafkah. Partisipasi tenaga kerja wanita atau ibu 

disebabkan karena beberapa faktor, misalnya bidang pertanian, wanita 

dibutuhkan hanya untuk menambah tenaga yang ada, sedangkan di 

bidang industri peluang bagi wanita untuk bekerja sebagai buruh 

industri, khususnya industri kecil yang cocok bagi wanita yang 

berpendidikan rendah. Faktor lain adalah masalah ekonomi yang 

mendorong lebih banyak wanita untuk mencari nafkah. 

c. Peran kontemporer 

Adalah peran dimana seorang wanita hanya memiliki peran di 

luar rumah tangga atau sebagai wanita karier. 
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Sedangkan menurut Astuti (dalam Alghaasyiyah:2014) mengenai peran 

perempuan terdiri atas: 

a.  Peran produktif 

Peran produktif pada dasarnya hampir sama dengan peran transisi, 

yaitu peran dari seorang wanita yang memiliki peran tambahan 

sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Peran produktif 

adalah peran yang dihargai dengan uang atau barang yang 

menghasilkan uang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan 

ekonomi. Peran ini diidentikan sebagai peran wanita di sektor publik, 

contoh petani, penjahit, buruh, guru, pengusaha. 

b. Peran domestik 

Pada dasarnya hampir sama dengan peran tradisional, hanya saja 

peran ini lebih menitikberatkan pada kodrat wanita secara biologis 

tidak dapat dihargai dengan nilai uang/barang. Peran ini terkait dengan 

kelangsungan hidup manusia, contoh peran ibu pada saat 

mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah kodrat dari 

seorang ibu. Peran ini pada akhiranya diikuti dengan mengerjakan 

kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah. 

c. Peran sosial 

Peran sosial pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan dari para ibu 

rumahtangga untuk mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran 

wanita merupakan tata laku atau fungsi seorang wanita yang dijalankan 
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sesuai kewajibannya sebagai seorang perempuan secara kodrati maupun 

secara kontruksi sosial. 

2. Perspektif Kontruksi Sosial 

Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini 

biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup 

individu. Asumsi dasarnya pada “realitas adalah konstruksi sosial” dari 

Berger dan Luckmann. Selanjutnya yang dikatakan bahwa konstruksi 

sosial memiliki berberapa kekuatan. Pertama, peran sentral bahasa 

memberikan menkanisme konkret, dimana budaya mempengaruhi pikiran 

dan tingkah laku individu. Kedua, konstruksi sosial dapat mewakili 

kompleksitas dalam satu budaya tunggal. Hal ini tidak mengansumsikan 

keseragaman. Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan 

waktu.
9
 

Menurut DeLamater dan Hyde juga bahwa konstruksi sosial 

menyatakan tidak ada kenyataan pokok yang benar. Realitas adalah 

konstruksi sosial ole karena itu fenomena seperti homoseksual adalah 

konstruksi sosial. Hasil dari suatu budaya, bahasanya, dan juga institusi-

institusi. Konstruksi sosial juga memfokuskan bukan pada pasangan 

seksualitas yang menarik tapi pada variasi-variasi budaya dalam 

mempertimbangkan yang menarik itu. 

Konstruksi sosial adalah sebuah pandangan bahwa semua nilai, 

ideologi dan institusi sosial adalah buatan manusia. Konstruksi sosial 

                                                 
9
 Charles R. Ngangi, Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial-Volume 7 Nomor 2, (Mei 

2011),hal.1. 
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merupakan sebuah pernyataan keyakinan dan juga sebuah sudut pandang 

bahwa kandungan dari kesadran dan cara berhubungan dengan orang lain 

itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat. Tercakup di dalamnya 

pandangan bahwa kuantitas metafisik riil dan abstrak yang dianggap 

sebagai suatu kepastian itu dipelajari dari orang lain di sekitar kita.
10

 

Konstruksi sosial menurut Waters adalah human beings construct 

social reality in which subjective processes can become objectified. 

Konstruksi sosial adalah konsep yang menggambarkan bagaimana realitas 

sosial dibentuk dan dimaknai secara subjektif oleh anggota masyarakat. 

Konstruksi sosial menggambarkan proses di mana melalui tindakan dan 

interaksi, manusia menciptakan secara terusmenerus suatu kenyataan yang 

dimiliki bersama yang dialami secara faktual objektif dan penuh arti secara 

subjektif.
11

 

Konstruksi sosial merupakan konsep yang menjelaskan bahwa 

struktur sosial tidak hanya berada di luar manusia tetapi juga berada di 

dalam manusia atau terobjektivasi di dalam kesadarannya yang subjektif. 

Konstruksi sosial menunjukkan bahwa sistem pengetahuan masyarakat 

(sosio kultural, pranata sosial, religi) dalam kesadran manusia bukan 

sesuatu yang diterima secara Konstruksi sosial merupakan konsep yang 

menjelaskan bahwa struktur sosial tidak hanya berada di luar manusia 

tetapi juga berada di dalam manusia atau terobjektivasi di dalam 

kesadarannya yang subjektif. Konstruksi sosial menunjukkan bahwa 

                                                 
10

 Rory, Ian. 1997. Pendekatan Konstruksi Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.53 
11

 Ibid, hal. 53 
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sistem pengetahuan masyarakat (sosio kultural, pranata sosial, religi) 

dalam kesadran manusia bukan sesuatu yang diterima secara mekanisme 

melainkan di interprestasikan oleh manusia sebagai mahluk rasional 

menjadi makna makna subjektif. 

Berdasarkan kenyataan sosial, unsur terpenting dalam konstruksi 

sosial adalah masyarakat, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau 

norma, baik itu norma adat, agama, moral dan lain-lain. Dan, semua itu 

nantinya akan terbentuk dalam sebuah struktur sosial yang besar atau 

institusi dan pertemuan. Struktur sosial atau institusi merupakan bentuk 

atau pola yang sudah mapan yang diikuti oleh kalangan luas di dalam 

masyarakat. Akibatnya institusi atau struktur sosial itu Berdasarkan 

kenyataan sosial, unsur terpenting dalam konstruksi sosial adalah 

masyarakat, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma, baik itu 

norma adat, agama, moral dan lain-lain. Dan, semua itu nantinya akan 

terbentuk dalam sebuah struktur sosial yang besar atau institusi dan 

pertemuan. Struktur sosial atau institusi merupakan bentuk atau pola yang 

sudah mapan yang diikuti oleh kalangan luas di dalam masyarakat. 

Akibatnya institusi atau struktur sosial itu. 

C. Kerangka Teori 

1. Kontruksi Sosial  

  Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang 

dicetuskan oleh Peter L.Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan 

paradigma kostruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang 
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diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas melakukan 

hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi 

penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. 

Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi 

sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosial.
12

 

Inti gagasan dari kontuksi sosial adalah  pengetahuan merupakan hasil 

dari interaksi simbolik (knowledge is a product of symbolic interaction) di 

antara  kelompok masyarakat tertentu. Realitas dikonstruksi oleh  

lingkungan sosial, produk dari kehidupan budaya dan kelompok. Fokus 

teori-teori dalam paradigma ini adalah pola interaksi antarindividu yang 

prosesnya melibatkan makna, peran, aturan, dan nilai-nilai budaya. Teori 

dalam tradisi ini kurang memberikan perhatian pada kajian di level 

individu walaupun berkaitan dengan bagaimana memproses informasi 

secara kognitif. Sebaliknya, teori ini lebih menaruh perhatian pada 

bagaimana memahami orang menciptakan realitas secara bersama-sama 

dikelompok, organisasi. Tradisi ini tidak berkaitan dengan usaha 

memahami bagaimana karakteristik individu. Semua pengetahuan menurut 

tradisi ini bersifat interpretif dan dikonstruksi. Budaya konteks dalam 

tradisi ini dinilai memainkan peran penting dalam melakukan tindakan. 

Simbol dianggap penting pada semua interaksi namun maknanya berbeda-

beda sesuai dengan situasi (Littlejohn & Foss, 2008) 

                                                 
12

 Basrowi dan Sadikin,2002.  Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, 
Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, 
Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi Surabaya: Insan Cendekia,, hal. 194 
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dalam melihat masyarakat sebagai relitas subjektif, Berger 

menggunakan konsep tiga dialektika yaitu internalisasi, eksternalisasi, dan 

objektivikasi.  Yang pertama yaitu eksternalisasi disini individu bebas 

dalam melakukan hal atau bebas berekspresi. Sehingga apa yang mereka 

lakukan menjadi suatu kebiasaan yang bisa diterima masyarakat “society is 

a human product”. Dalam konteks peran perempuan di lembaga legislatif 

dalam prespektif feminis islam. Jika kita menengok ke belakang, betapa 

sulitnya perempuan untuk bisa masuk di lembaga politik. Jangankan untuk 

masuk di lembaga politik. Untuk mengenyam pendidikan saja susah. 

Zaman selalu berubah. Dulu dan sekarang berbeda. Dan manusia selalu 

beradaptasi dengan hal baru. Kini ada hal baru yang mana perempuan bisa 

bergerak baik diranah politik atau pendidikan. Dan semua itu diciptakan 

oleh para perempuan dengan perjuangan yang tidak mudah. 

 Kedua objektivikasi yang mana objektivikasi ini adalah hasil dari pada 

eskternalisasi bahwa disini individu selalu mengulang-ulang kegiatan 

mereka sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan hal tersebut secara 

otomatis akan mengasilkan sebuah kebiasaan baru. Dan bisa dipahami oleh 

pelakunya “society is an objective reality”. Disini perempuan mendapatkan 

tempat dan ruang. Yang mana perempuan bisa masuk intitusi atau lembaga 

yang dulunya perempuan tidak bisa masuk. Karena ada beberapa sebab dan 

musabab.  

 Yang  ketiga internalisasi adalah individu megidentifikasi dengan 

lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial yang mana individu tersebut 
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menjadi anggotanya. “man is a social product”. Yang mana individu 

sebagai anggota melakukan sosialisasi kepada keluarga maupun masyarakat. 

Sehingga nantinya terbentuk pemahaman dan tindakan yang sudah di 

inginkan. 

 Disini perempuan masuk pada lembaga tersebut dan menjadi 

anggotanya. Dan keberadaan perempuanpun di akui oleh lingukungan 

sekitar. Bahwa mereka bukan lagi orang yang hanya bisa bersembunyi di 

balik keberadaan laki-laki. Kini keberadaan perempuan tidak bisa dipandang 

dengan sebelah mata. Mereka mempunyai kemampuan yang sama dengan 

laki-laki terutama dalam segi berfikir atau pengetahuan. Bahkan mereka 

bisa double bourden. Jika perempuan dapat melalui tiga tahapan tersebut 

maka bisa dikatakan mereka bisa menjalankan teori kontruksi sosial. Yang 

nantinya mampu mengubah stigma dan pandangan masyarakat terhadap 

perempuan. Dengan masuknya perempuan masuk di lembaga legislatif akan 

mempermudah perempuan-perempuan selanjutnya untuk masuk lembaga 

tersebut.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang 

nantinya menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
13

 

  Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti juga 

mengutip buku Haris Herdiansyah, bahwa: 

“Inti dari penelitian kualitatif adalah sebagai suatu metode untuk 

menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai 

metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk 

memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti”.
14

  

 Peneliti menggunakan metode kualitatif, sebab peneliti melihat 

masalah yang belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, 

untuk memahami hal tersebut serta untuk mengembangkan teori. Sehubung 

dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami serta 

memaknai berbagai berbagai fenomena yang ada. Sebagai ciri khas 

penelitian kualitatif.  

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat 

penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. 

Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas 

                                                 
13

 Moleong J. Lexy. 2004, Metodologi Penelitian kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, hal. 3 
14

 Haris Herdiansyah. 2010. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Jakarta: Salemba Humanika. hal. 8 
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jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang dilteliti 

menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat 

nilai. 

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam 

lingkunganhidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami 

bahasa dan tafsiranmereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau 

berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian 

dengan tujuan mencoba memahami,menggali pandangan dan pengalaman 

mereka untuk mendapat informasi atau datayang diperlukan.
15

 

Penelitian tentang peran perempuan di lembaga legislatif kabupaten 

Mojokerto dalam Perspektif kontruksi sosial relevan dengan menggunakan 

penelitian kualitatif karna memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, 

terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui 

wawancara, observasi dan kajian dokumen terhadap apa yang dilakukan para 

informan. 

2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Mengenai mengapa peneliti memilih melakukan penelitian di kantor 

DPRD kabupaten Mojokerto. Alasan penulis memilih lokasi tersebut 

dikarenakan sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan Program Praktik Kerja 

Lapangan di kantor tersebut, sehingga peneliti telah menjumpai beberapa 

kejadian dan juga informasi terkait peran perempuan di lembaga legislatif 

kabupaten mojokerto yang ada di tempat tersebut sehingga penulis memilih 

                                                 
15 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal. 51 
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tempat tersebut untuk dijadikan tempat penelitian dengan berbegang pada 

kegiatan observasi pada saat kegiatan Praktik Kerja Lapangan sebelumya.  

3. Pemilihan Subjek Penelitian 

 Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah perempuan anggota 

legislatif di kabupaten Mojokerto. Sehingga dalam hal ini, digunakanlah 

teknik snowball sampling. Snowball adalah teknik pengambilan sumber data 

yang dilakukan dengan menggunkan situasi dan kondisi.
16

 Berikut Nama-

nama anggota Legislatif yang di Wawancarai diantaranya : 

1. Ibu Rindawati, S.Kep, N.S, M.M ketua partai Nasdem Mojokerto 

serta ketua Komisi 2 

2. Ibu Ina Mujiastuti, S.Kes, M. Kes dari partai PKS serta Menjadi 

wakil Komisi 3 

3. Ibu Hindun Nuryani, S.Kes dari partai Golkar menjadi bendhara di 

Partai Golkar. 

4. Rupiatin, S.H dari partai PBB menjadi wakil dari komisi 4 

5. Eka Sepyta Juniarti, S.Sos PKB menjadi anggota di komisi 2 

4. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam metode penelitian yang menaati metode ilmiah, tahapan tahapan 

penelitian harus sistematis dan prosedur atau terencana dengan matang.  

Dari ketiga tahap tersebut dapat dipaparkan bahwa tahap penelitian 

secara rinci sebagai berikut: 

a. Tahap Pra Lapangan 

                                                 
16 Ellsberg M dan Helse L, a Practical Guide for Researchers and Activists, (Washington DC : 

PATH, 2005), 106.  
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1) Menyusun Rancangan Penelitian 

Yang mana disini penelitian, menyusun tema, menentukan 

permasalahan yang akan diteliti, menentukan tujuan serta mannfaat 

penelitian.kemudian kyang terakhir menentukan metode peneliian. 

2) Pemilihan Lapangan 

Tempat yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan judul kantor DPRD 

kabupaten Mojokerto  

3) Mengurus Surat Perizinan 

Dalam hal ini, peneliti harus mengikuti sebagian prosedur yang ada 

berupa surat izin resmi dari lembaga penelitian yang dalam hal ini 

adalah UIN Sunan Ampel Surabaya dan pemeritah Kabupaten 

Mojokerto, dalam hal mengurus perizinan itu adalah bagian 

terpenting dari sebuha penelitian untuk menghindari hal-hal yang 

tidak di inginkan. Serta dengan adanya surat izin tersebut maka 

peneliti dapat mengantisipasi sewaktu-waktu ada informan yang 

tidak percaya akan penelitian yang peneliti laksanakan. 

4) Menilai Keadaan Lapangan 

Peneliti harus tau akan kondisi di lapangan sebelum terjun 

melakukan penelitian untuk melihat situasi dan kondisi lapangan 

dengan cara melakukan pengamatan. Hal tersebut dilakukan agar 

proses penelitian nantinya dapat berjalan dengan lancar. Kondisi 

lapangan dapat dilihat dari respon informan ketika menerima 

keberadaan peneliti dan dapat dipastikan bahwa kondisi lapangan 
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tersebut baik. Karena peneliti sudah tau kondisi lapangan maka 

peneliti dengan mudah akan mendapatkan informasi dari informan di 

lapangan. 

5) Etika Penelitian 

Etika dalam penelitian yakni peneliti harus bisa menyesuaikan diri 

tehadap nilai dan norma yang dimiliki informan. Sebelum 

melakukan penelitian maka peneliti harus bisa memposisikan dirinya 

sebagai pendengar yang baik di kalangan anggota DPRD serta dapat 

mendengar segala informasi yang di sampaikan, peneliti juga harus 

menggunakan bahasa yang dimana bahasa tersebut mudah dipahami 

oleh informan. Dengan etika yang baik tersebut maka peneliti akan 

dengan mudah diterima serta untuk menghindari hal hal yang tidak 

diinginkan. 

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Dalam  fase ini pelaksanaan penelitian langkah-langkah yang di 

gunakan penulis laksanaka yaitu sebagai berikut : 

1) Pengumpulan Data 

Dengan berbekalkan pada pedoman penelitian perencanaan 

penelitian yang telah dibuat sebelumya, kemudian penulis akan 

menggali informasi sebanyak-banaknya dari informan. 

Selanajutnya data yang diperoleh akan dikumpukan dan 

digolongkan atas kriteria-kriteria tertentu.  

2) Analisis Data 
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Setelah penggolongan data yang telah diperoleh tadi, kemudian 

fdata-data tersebut diolah kemudian dilakukan hipotesa untuk diuji 

kebenaran melalui analisis suatu teori. Dalam penelitian ini penulis 

akn menguji hipotesa menggunakan teori kontruksi sosial punya 

Peter L Berger 

1. Teknik Pengumpulan Data 

`  Data adalah bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena 

dengan data penelitidapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada 

penelitian ini, data diperoleh dari berbagaisumber dengan 

menggunakanteknik pengumpulan data yang bermacam-macamdan 

dilakukansecara terus menerus. Sesuai dengan karekteristik data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan. 

untuk memperkuat bukti dan penemuan yang ada di lapangan. Berikut 

beberapa teknik pengumpulan data : 

a. Observasi 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif 

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrument. Format yang di susun berisi item-item tentang kejadian atau 

tingkah laku yang menggambarkan akan terjadi.
17

 

 Dengan observasi, peneliti diharapkan dapat langsung mengamati 

serta mencatat gejala-gelaja yang terjadi terhadap obyek penelitian. Sebagai 

                                                 
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006) hal. 229. 
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metode ilmiah, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
18

  

b. Wawancara  

interview (wawancara) yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

menggali informasi lebih dalam seta akurat. Dan dalam hal penelitian 

wawancara sering kali di gunakan untuk mendapat informasi. sebagaimana 

yang dikutip oleh Haris Herdiyansyah, sebagai berikut:  

“Wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di 

dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung 

jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. 

Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang 

melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya 

mendengarkan, akan tetapi adanya interaksi yang 

berkesinambungan antara pewawancara dan informan”.
19

 

 

 Wawancara merupakan metode yang akan digunakan oleh peneliti 

dalam penggalian data dengan cara menanyakan langsung kepada informan. 

Wawancara dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan spontan 

atau dengan menggunakan pedoman wawancara. Setelah itu, peneliti akan 

merekam dan mencatat hasil dari wawancara tersebut. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diambil lewat 

dokumen-dokumen. Dokumentasi merupakan catatan peritiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi bisaberbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.Studidokumentasi merupakan pelengkap dari 

                                                 
18

 Sutrisno Hadi. 1991. “Metodologi Research II”. Yogyakarta: Andi Offset. hal. 136 
19

 Haris Herdiyansyah. 2010. “Metodologi penelitian kualitatif”. Jakarta : Salemba Empat. hal. 118 
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penggunaan metode observai dan wawancaradalam penelitian kualitatif, 

maka dari itu dokumentasi sangat diperlukan dalam menunjang peneliti 

5. Teknik Validitas Data 

Triangulasi (metode, sumber data, dan alat pengumpul data). 

Pemeriksaan data dengan pembandingan data dari sumber yang berbeda 

untuk mengantisipasi data yang hilang, dalam melakukan triangulasi data-

data yang ditemukan dalam penelitian, dari wawancara dengan perempuan 

anggota legislatif kabupaten Mojokerto. Kesemua nara sumber ini harus 

dibandingkan hasil wawancaranya. Apakah seluruh data- data yang 

diperoleh saling mendukung. 

triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik triangulasi berarti peneliti 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama.
20

  

6. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang 

disarankan oleh data.
21

 Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara 

berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan 

maupun diluar lapangan dengan memperguankan teknik seperti yang 

dikemukan oleh Miles dan huberman. 

                                                 
20

 Sugiyono. 2014. “Memahami penelitian kualitatif”. Bandung,: Alfabeta. hal. 83 
21

 Moleong, Metodologi …,h.161 
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Peneliti akan menggunakan langkah analisis data melalui prosedur 

dan tahapan-tahapan berikut: 

a. Melakukan transkrip data hasil wawancara sesuai panduan wawancara 

Peneliti akan mengumpulkan semua informasi dari informan dengan 

mentranskrip semua data yang ada. Data tersebut akan ditulis sesuai 

waktu, nama informan, dan informasi yang diberikan. Transkrip data ini 

mengacu kepada pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.  

b. Melakukan Coding 

Setelah melakukan transkrip data, peneliti akan mengkoding semua 

data yang sudah terkumpul. Pengkodingan data ini disesuaikan dengan 

topik yang sama. Beberapa informan pasti akan memberikan informasi 

yang beragam. Dari keberagaman itu, data yang didapat akan dikoding 

peneliti dengan topik yang sama untuk mempermudah mencari data yang 

valid. 

c. Kategorisasi Data 

Data yang sudah dikoding akan dikategorisasikan sesuai topik 

penelitian yang sudah ada. Data yang tidak termasuk dalam kategorisasi 

akan dikurangi. Data yang akan diambil adalah data yang paling valid 

dengan pendapat terbanyak dari informan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif  

pendekatan studi kasus dengan mengguakan teori kontruksi sosial Peter L 

Berger. Maka data yang diperoleh tadi di analisis menggunakan langkah 

langkah tersebut.  
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7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Menurut Lexy Moeleong teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan 

sebagai berikut:
22

 

a) Memperpanjang masa observasi keikutsertaan dalam proses penelitian. 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan 

kepercayaan data yang dikumpulkan. 

b) Ketekunan Pengamatan yang terus menerus. Pada kegiatan ini 

pengamatan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan 

dengan isu yang sedang dicari dan selanjutnya memusatkan diri pada 

masalah tersebut secara rinci 

c) triangulasi (pembanding antara data ssatu dengan yang lain)  

d) pengecekan sejawat (diskusi dengan orang yang menguasai pengetahuan 

yang sama oleh peneliti) 

e)  kecukupan referensi 

f) analisis kasus negatif jika ada 

g) pengecekan anggota yang telah ikut dalam pengumpulan sumber data. 

 

                                                 
22 Lexy Moeleong. 2016 Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal 
327.  
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BAB IV 

PERAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF KAB. 

MOJOKERTO DALAM PRESPEKTIF FEMINISME ISLAM 

A. Kabupaten Mojokerto  

 Mojokerto adalah sebuah kabupaten di jawa timur Indonesia. 

Kabupaten yang secara resmi didirikan pada tanggal 9 Mei 1293 ini 

merupakan wilayah tertua ke-10 di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis 

wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20’13” s/d 111°40’47” 

Bujur Timur dan antara 7°18’35” s/d 7°47” Lintang Selatan. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Kabupaten Lamongan di utara, Kabupaten Gresik; 

Kabupaten Sidoarjo; dan Kabupaten Pasuruan di timur, Kabupaten Malang 

dan Kota Batu di selatan, serta Kabupaten Jombang di barat. Berdasarkan 

struktur tanahnya, wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung 

ditengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan 

merupakan wilayah pegunungan dengan kondisi tanah yang subur, yaitu 

meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah 

merupakan wilayah dataran sedang, sedangkan bagian utara merupakan 

daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur. Kabupaten 

Mojokerto terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa 

dan kelurahan. Dulu pusat pemerintahan berada tepat di Kota Mojokerto, 

tetapi kini banyak gedung dan kantor pemerintahan yang dipindahkan ke 

Kecamatan Mojosari sebelah timur kota Mojokerto setelah Kota Mojokerto 

berdiri pada tanggal 20 Juni 1918. Kabupaten Jombang dahulu juga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lamongan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mojosari,_Mojokerto
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merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Mojokerto sebelum diberi 

kemandirian manjadi sebuah Kabupaten sendiri pada tahun 1910. 

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam 

kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila. 

B. Profil DPRD Kabupaten Mojokerto 

 Adapun Tempat pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah kantor 

Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yang bertempat di Jl. A. Yani No. 

16 Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.  

  DPRD kabupaten Mojokerto memiliki Visi : Terwujudnya masyarakat 

kebupaten mojokerto yang mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui 

penguatan dan pengembangan basis perekonomian, pendidikan, serta 

kesehatan, serta Misi 

a. Mewujudkan SDM yang profesional dan berkompetensi dalam 

memberikan pelayanan prima kepada DPRD. 

b. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan 

fungsional bagi peningkatan kinerja DPRD 

c. Mewujudkan dukungan sistem administrasi yang tertib dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi DPRD 

d. Mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang kapabel.23 

Berikut susunan Keorganisasian DPRD Kabupaten Mojokerto : 

                                                 
23 Ibid  

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerbangkertosusila
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  Sekretariat DPRD MOJOKERTO memiliki beberapa divisi yang 

terdiri dari Devisi Persidangan, Devisi Keuangan, Devisi Publikasi & 

Dokumentasi, Devisi Tata Usaha, Devisi Protokoler, Devisi Hukum, 

Ajudan, dan beberapa Fraksi-fraksi partai yang ada di Kabupaten 

Mojokerto. 

a. Sekretaris DPRD 

Sekretriat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada DPRD dan secara 

administrative dibina oleh Sekreatris Daerah, Sekrertaris DPRD 

mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

seluruh kegiatan Sekretariat DPRD. Sedangkan masing-masing Bagian 

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. 

1. Bagian Umum 

 Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Sekretaris DPRD meliputi tata usaha, perlengkapan, dokumentasi dan 

perpustakaan serta protokol, komunikasi dan publikasi. Dalam 

melaksanakan tugas, Bagian umum mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga, tata usaha, 

protokol, perjalanan dinas dan keamanan Sekreatriat DPRD. 

b. Pengelolaan dokumentasi, bahan informasi dan perpustakaan 

DPRD. 
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c. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. 

d. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretais Dewan. 

Bagian Umum terdiri dari : 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan urusan tata usaha dan administrasi kepegawaian di 

lingkungan Sekretariat DPRD. 

b. Menyiapkan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. 

c. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan. 

d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian umum. 

Sub Bagian Perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan mempunyai 

tugas:  

a. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan gedung  

Sekretariat DPRD. 

b. Mengurus kendaraan dinas dan barang-barang daerah di 

lingkungan Sekretarat DPRD. 

c. Menyusun dokumentasi hasil kegiatan DPRD. 

d. Menghimpun aspirasi dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan 

kebijakan pimpinan DPRD. 
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e. Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan di lingkungan 

Sekretariat DPRD. 

f. Melayani peminjaman buku-buku koleksi perpustakaan serta 

mengadakan dan memelihara daftar buku perpustakaan. 

g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan. 

h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian umum. 

 Sub Bagian Protokol,  Komunikasi dan Publikasi, mempunyai tugas : 

a. Menyelenggarakan keprotokolan DPRD. 

b. Menyiapkan dan menyusun informasi/bahan publikasi hasil 

kegiatan DPRD. 

c. Menyelenggarakan pemeliharaan keamanan lingkungan 

Sekretariat   DPRD.  

d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan. 

e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian umum. 

Bagian Keuangan 

 Bagian Keungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Sekretariat DPRD meliputi perbendaharaan dan anggaran dalam melaksakan 

tugas bagian Keuangan mempunyai fungsi : 
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a. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas 

pimpinan, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD. 

b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. 

c. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Dewan. 

 Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan administrasi dan melakukan pembayaran penghasilan 

dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD 

b. Menyiapkan administrasi dan melakukan pembayaran gaji dan 

tunjangan serta perjalanan dinas Sekretaris DPRD 

c. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan 

d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Keuangan. 

Sub. Bagian Anggaran mempunyai tugas : 

a. Menyusun dan menyiapkan rancangan anggaran dan perubahan 

anggaran Sekretariat Dewan dan Anggaran DPRD 

b. Menyusun dan menyiapkan rancangan Rencana Kegiatan Anggaran 

(RKA) Sekretariat Dewan dan RKA Anggaran DPRD; 

c. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan 

d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Keuangan. 
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 Bagian Persidangan dan Perundang–undangan 

 Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD meliputi persidangan dan 

perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan mempunyai fungsi: 

a. menyiapkan penyelenggaraan dan penyusunan risalah rapat 

paripurna dan rapat – rapat DPRD; 

b. Pengelolaan dokumentasi hukum dan produk-produk hukum 

lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan 

d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris DPRD. 

 Sub. Bagian Persidangan mempunyai tugas : 

a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan risalah sidang 

paripurna dan rapat DPRD. 

b. Menyiapkan jadwal kegiatan rapat paripurna, rapat–rapat DPRD, 

kunjungan pimpinan dan anggota DPRD. 

c. Menyiapkan bahan rapat paripurna, rapat–rapat DPRD dan 

kunjungan serta melakukan penggandaan dan pendistribusian 

bahan. 

d. Malaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan. 
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e. Melaksanakan tugas–tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala bagian Persidangan dan Perundang-undangan. 

 Sub. Bagian Perundang – undangan  mempunyai tugas : 

a. Mengumpulkan dan mengolah bahan perundang-undangan dan 

produk hukum lainnya. 

b. Menyiapkan dan menyusun produk hukum DPRD; 

c. Malaksanakan dokumentasi produk hukum DPRD; 

d. Melaksanakan fasilitasi perundang-undangan dan produk hukum 

lainnya. 

e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan. Melaksanakan 

tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Persidangan dan Perundang–undangan. 

Serta berikut nama-nama anggota DPRD terpilih kabupaten Mojokerto 

tahun 2019 – 2024 : 

    Tabel : 4.1 

No Nama Asal Partai 

1. Eko Sutrisno PKB 

2. H. Eddy Susanto, S.H PKB 

3 Amiruddin PKB 

4 Hedra Purnomo, S.E, M.M GERINDRA 

5 H. Hartanto, S.H PDIP 

6 Miadi  PDIP 

7 Winajat, S.H GOLKAR  

8  H. Rupiatin, S.H PBB 
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9 Ainur Rosyid,S.I.P, M.E PPP 

10 Mohammad Santoso, S.E PAN 

11 Hj. Juma’ati, S.H DEMOKRAT 

12 Eka Sepyta Juniarti PKB  

13 M. Buddi  Mulyo, S.Pdi GERINDRA 

14 Sugeng Hadi Pramono,S.H PDIP 

15 Ani Mahmunah,S.E,M.M GOLKAR 

16 Rindawati,S.kep, N.S,M.M NASDEM 

17 Ina Mujiastuti, S.kes PKS 

18 Arif Winarko, S.H PPP 

19 Muhammad Sholeh DEMOKRAT 

20 Abdul Hakim,S.Hi, M.H PKB 

21 Pitung hariyono, S.E PKB 

22 Setya Pudji Lestari,S.E, M.S PDIP 

23 Mahfud  PDIP 

24 Subandi  GOLKAR 

25 Moh Sholeh NASDEM 

26 Evi Kusumawati,S.T.P PKS 

27 Afifudin Sya’roni PPP 

28 Akhiyat HANURA 

29 Ade Ria Suryani,S.H, M.H DEMOKRAT 

30 Eddy Ihwanto,S.sos  PKB 

31 Hadi Fathur Rohman PKB 

32 Supriyanto,S.H PKB 

33 Sujatmiko, S.pd GERINDRA  

34 Abdur Rohim, S.pd PDIP 

35 Nurida Lukitasri,S.pd PDIP 

36 Suwandi Kadir, S.E GOLKAR  

37 Sugiyanto PKS 

38 Kusairin, S.I.P,M.M PPP 

39 Sopii, S.T DEMOKRAT 

40 Rochimatus Solichah PBB 

41 Hj. Ainy Zuhro, S.E, M.M PKB 

42 Achmad Anwar PDIP 

43 Ismail Pribadi PDIP 

44 Abdul Khairul Fatah, S.H GOLKAR 

45 Hendun Nuryani GOLKAR 

46 Abu Rojat,S.T PKS 

47 Drs. H. Mustakim PPP 

48 Mustakim PAN 

49 M. Syaikhu Subhkan, S.H HANURA 

50 Hj. Yugus Arini DEMOKRAT 

Sumber : sekretariat DPRD kabupaten Mojokerto 
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Tabel 4.2 

Nama Perempuan Anggota DPRD Kab. mojokerto 

No Nama  Asal Partai 

1 Hj. Ayni Zuhro, S.E, M.M PKB 

2 Hj. Yugus Arini DEMOKRAT 

3 Hendun Nuryani GOLKAR 

4 Rochimatus Solichah, S.H PBB 

5 Nurida Lukitasri,S.Pd PDIP 

6 Ade Ria Suryani,S.H, M.H DEMOKRAT 

7 Setya Pudji Lestari,S.E, M.S PDIP 

8 Hj. Juma’ati, S.H DEMOKRAT 

9 Eka Sepyta Juniarti, S.Sos PKB  

10 Evi Kusumawati,S.T.P PKS 

11 Ani Mahmunah,S.E,M.M GOLKAR 

12 Rindawati,S.kep, N.S,M.M NASDEM 

13 Ina Mujiastuti, S.Kes, M.Kes PKS 

14 H. Rupiatin, S.H PBB 

 

Profil Perempuan Anggota Legislatif 

1. Ina Mujiastuti, S.Kes, M.Kes 

 Ina Mujiastuti, beliau tinggal di desa Padi Kecamatan Gondang 

Kabupaten Mojokerto. sebenarnya beliau berlatar belakang di bidang 

kesehatan. Sebelum beliau menempuh pendidikan strata 1, beliau sekolah di 

SMPN 1 Turi Gondang, kemudian melanjutkan SMA di SMAN 1 Gondang. 

Dilanjutkan Srata Satu di Unair dengan jurusan kesehatan masyarakat. S2 

dengan mengambil jurusan yang sama yaitu kesehatan masyarakat di UNS. 

Sesudah beliau lulus dari unair beliau tidak langsung terjun ke dunia politik. 

Karena menurut beliau politik itu kejam. Jadi, waktu itu beliau ngajar di 

salah satu kampus swasta kesehatan di Mojokerto. Beliau juga aktif 

diberbagai organisasi diantanya, fatayat, pkk, dan organisasi keislaman 

lainnya. Hingga pada akhirnya takdir membawa beliau masuk di dunia 
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politik yang jelas-jelas sebelumnya dibenci oleh beliau. Sebelum beliau 

dipinang oleh PKS. Beliau sudah menolak berdalih saya sudah nyaman 

dengan dunia pendidikan. Saya ngajar. Dan mengikuti kegiatan lainnya. 

Karena orang PKS selalu datang dan menyakinkan beliau. Akhirnya beliau 

masuk di PKS. 

2. Hndun Nuryani, S.kes 

  Hindun Nuryani, beliau tinggal di Desa Pohkecik Kecamatan 

Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Beliau sekolah SMPN 1 segunung, dilanjut 

SMAN 1 kuterojo. S1 di RSAL Surabaya. Beliau masuk politik karena 

didorong oleh suaminya. Karena, pada waktu itu suaminya masih menjabat 

kepala desa jadi tidak bisa maju di lembaga legislatif. Beruntung beliau 

pada masa kuliah suka dengan organisasi. Jadi, tidak sulit untuk beliau 

menyesuaikan diri di dunia politik. Beliau juga aktif di organisasi ke NUan. 

Bahkan beliau pernah menjabat sebagai ketua Fatayat di daerah Dlanggu. 

3. Rindawati,S.kep, N.S,M.M 

 Rindawati. Beliau tinggal Pacet Kabupaten Mojokerto, beliau 

menempuh pendidikan di SMPN 1 Pacet, kemudian beliau lanjut di SMAN 

1 Gondang. S1 beliau di RSI Surabaya dengan jurusan keprawatan, S2 di 

UNAIR S3 juga di UNAIR. Beliau sangat menyukai dunia politik, 

meskipun dengan backgroud kesehatan. Kata beliau tidak ada alasan untuk 

menghindar dari politik. Karena dimana-mana ada politik. Apalagi 

menjadikan backgroud pendidikan dijadikan alasan untuk tidak menyukai 
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politik. Itu bultshit kata beliau. Beliau sanagat keren, tidak bisa diremehkan 

kiprahnya beliau di dunia politik.  

4. Rupiatin, S.H 

 Rupiatin, beliau tinggal di desa Jedong kecamatan Ngoro Kabupaten 

Mojokerto. Beliau menempuh pendidikan pertama di SMPN 2 ngoro. Lalu 

melanjutkan sekolah menengah atas di salah satu sekolah swasta di Ngoro. 

Kemudian melanjutkan pendidikan strata 1 di Malang dengan mengambil 

Jurusan Hukum. Beliau mengikuti kontestan politik karena suaminya. Yang 

kebetulan suaminya juga anggota dewan di Kab. Mojokerto. Beliau di 

dorong oleh suamninya untuk Mengikuti jejaknya. Hingga akhirnya beliau 

mengiyakan suaminya, pada tahun 2019 beliau mengikuti kontestan 

tersebut, dan Alhamdulillahnya beliau dan suaminya sama-sama maju di 

kursi dewan. 

5. Eka Sepyta Juniarti, S.Sos 

 Eka Septya juniarti, beliau tinggal di desa Magersari kabupaten 

Mojokerto. Beliau menempuh pendidikan pertama di salah satu pesantren di 

jombang. Beliau mengenyam pendidikan di pesantren selama 6 tahun. Di 

pesantren beliau di gembleng secara habis-habisan. Sewaktu di pesantren 

beliau aktif di berbagai kegiatan yang di adakan di pesantren salah satunya 

adalah kegiatan al banjari. Kemudian pada waktu beliau kelas 11 beliau di 

amanahi sebagai pengurus yang mana jabatan beliau disitu sebagai 

keamanan. Beliau paham betul pelanggaran apa yang di buat oleh santri-

santri. Misal telat jamah, berangkat salafiyah terlambat, keluar tanpa izin 
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dan sebagainya. Setelah dari pesantren beliau melanjutkan pendidikannya di 

salah satu Universitas di Malang dengan mengambil jurusan Ilmu 

Pemerintahan. Sewaktu beliau kuliah, beliau sangat aktif berorganisasi. 

Bahkan kebiasaaan beliau berorganisasi terbawah sampai beliau pulang 

kerumah. Beliau sangat aktif di Organisasi ke NUan. Hingga pada akhirnya 

keaktifan beliau berorganisasi membawa beliau ke pangung politik. Beliau 

beruntung sebab mendapat dukungan penuh oleh kedua orang tua dan 

suami. 

C. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 

1. Peran Perempuan di Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten 

Mojokerto dalam Prespektif Kontruksi Sosial 

 Perbincangan tentang perempuan sejak zaman dahulu memangtidak 

ada habisnya. Setiap perbingan tentang perempuan akan menempati posisi 

paling dihormati. Namun, disisi lain perempuan akan menempai posisi yang 

rendah, baik dataran sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. 

Adapula ungkapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah sahabat 

terbaik agama, namun agama bukanlah sahabat terbaik untuk agama.
24

 

 Idiom-idiom pembangunan publik di-setting atas kepentingan-

kepentingan laki-laki semata. Laki-laki adalah kekuasaan, sehingga 

“terkadang‟ mereka menjadikan perempuan sebagai pelengkap, bukan 

memiliki peran signifikan dalam kenyataan. Dari situ telah terbagi dengan 

sangat dikotomis antara peran laki-laki dengan perempuan dalam area 

                                                 
24 Husein Muhammad, 2004. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren 

Yogyakarta: LkiS. hal xiii. 
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publik dan domestik.
25

 Bahkan dalam area domestik pun perempuan masih 

mengalami ketimpangan gender. Ironisnya, ketimpangan gender dalam 

rumah tangga dianggap sebagai urusan private. 

 Dalam doktrin Islam, banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang 

kemudian ditafsirkan secara misoginis, sebuah pembebanan terhadap 

kedudukan perempuan. Salah satunya pandangan perempuan pertama 

(Hawa) diciptakan dari sebagian organ tubuh laki-laki pertama (Adam) juga 

menjadikan beberapa tafsir agama dalam perspektif maskulin. Sebagaimana 

yang terungkap dalam Q.S. al-Nisâ‟ [4]: 1 dan 34, di mana, umumnya, 

makna ayat tersebut menahbiskan posisi laki-laki setingkat lebih tinggi 

daripada perempuan. Padahal Tuhan menciptakan makhluk di muka bumi 

secara berpasangan dengan tujuan yang sama, mencapai tahap 

kesempurnaan menjadi hamba-Nya. Kemampuan manusia merekonstruksi 

gender feminim dan maskulin, tidak akan mengubah substansi kualitas 

gender, kodrat. Di sini yang diperlukan adalah kesadaran memahami 

kesadaran bahwa keduanya merupakan alat penghambaan.
26

 

 Dari keinginan untuk mengubah kodrat tersebutlah, maka timbul 

kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak di kalangan perempuan yang 

disebut gerakan keadilan dan kesetaraan gender. Keadilan dan kesataraan 

sendiri lebih dikenal sebagai women liberation, yakni upaya kaum Hawa 

dalam melindungi dirinya dari eksploitasi kaum Adam.
27

 

                                                 
25

 Dadang S. Anshori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya 1997, Membincangkan Feminisme 
Bandung: Pustaka Hidayah hal 3. 
26 Ibid, 13 
27

 Ibid, 50 
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 melihat adanya rekayasa sejarah melalui kontruksi sosial dan budaya 

yang menampilkan perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut, 

gemulai, cantik, dan bagian dari ranah domestik. 

  Peran dan fungsi perempuan dikancah perpolitikan Indonesia harus 

diperkuat. Agar perempuan bisa terbang bebas seperti yang ia mau. Dan 

yang menjadi masalah di kita adalah culture society yang ada di masyarakat 

kita. Mereka tidak bisa menerima dengan baik ketika ada orang perempuan 

yang sukses. Berbeda halnya, jika yang sukses adalah laki-laki. Laki-laki 

tersebut akan dipuja-puja. Maka, perlu dekontruksi ulang. Dekontruksi 

menurut Islam bisa dipakai sebagai upaya menyingkap beberapa dimensi 

tradisi Islam yang masih tersembunyi atau yang sudah dicemari unsur-unsur 

luar, baik budaya, seni, maupun unsur lainnya.
28

 

 Dekonstruksi disini dimaksudkan pembongkaran terhadap 

pemahaman umat Islam yang dianggap baku yang terdapat dalam teks-teks 

kitab Hadis, Tafsir, Fiqh, dan lain-lainnya, yang di dalamnya memuat 

konsep atau gagasan yang berkenaan dengan kedudukan wanita. Sebab 

zaman akan terus berkembang tentu hukum yang pada zaman dahulu tidak 

bisa dipakai. Karena, tidak bisa menyesuaikan dengan zaman. 

 Salah satu esensi ajaran Islam adalah kesejajaran antara pria dan 

wanita. Pembenaran pokok yang membanggakan umat Islam, khususnya 

kaum wanita adalah bahwa Nabi Muhammad Saw. pejuang paling gigih 

untuk meningkatkan martabat kaum wanita. Esensi paling dasar dari 

                                                 
28

 Luthfi Assyaukanie, “Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca Modernisme: Pendekatan Menuju 
Kritik Akal Islam” dalam Jurnal Ulumul Qur’an, Vol. V, No. 2, tahun 1994, p. 25 
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emansipasi wanita sudah tertulis dalam kitab suci Alquran yang diwahyukan 

kepada beliau, hampir 15 abad yang lalu. 

 Rasulullah bahkan mengecam dan ikut memberantas praktek 

masyarakat Jahiliyah, berupa pembunuhan bayi wanita. Beliau sangat 

hormat pada istri dan sayang pada wanita aktif, terbukti bahwa istri beliau 

Khadijah adalah seorang saudagar dan Aisyah diberinya kesempatan untuk 

ikut berjuang. 

 Kisah sukses Khofifah Indar Parawansa yang terpilih menjadi 

Gubernur Jawa Timur untuk periode 2019-2024 dalam pemilihan lansung 

tahun 2018 adalah tanda bahwa narasi keagamaan mengenai kepemimpinan 

perempuan, setidaknya di Jawa Timur telah selesai. Sebagaimana diketahui, 

jawa Timur adalah lumbung masyarakat yang tradisional dari sisi paham 

keagamaan. Tetapi msayarakat, setidaknya memilih dan memenangkan 

Khofifah sebbagai orang nomor 1 di Jawa Timur. Sudah tidak bisa lagi 

dipengaruhi narasi bahwa Islam melarang perempuan sebagai pemimpin 

sosial dan politik. Begitupun Tri Risma Maharini sebagai walikota Surabaya 

yang sukses dan terpilih dua periode adalah tanda mengenai narasi 

keagamaan di kalangan masyarakat yang relatif positif  dan kuat untuk 

menerima kepemimpinan perempuan. 

 Begitu juga di lembaga legislatif kabupaten Mojokerto. Dengan 

sejarah yang dipunyai kabupaten Mojokerto, di lembaga legislatif kabupaten 

mojokerto dulu tidak memperlakukan dan memposisikan perempuan dengan 

ramah. Disana diciptakan gap antara laki-laki dan perempuan. Diantara gap 
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yang tercipta adalah bahwasanya perempuan harus duduk dibelakang dan 

laki-laki duduk didepan. Perempuan sadar bahwa mereka sedang berada 

dalam masalah yang mana posisinya dianggap hanya sebagai pelengkap. 

dari kejadian tersebut perempuan berupaya untuk agar keberadaan mereka 

diakui.   

 Hal ini, diperkuat dengan peryataan ibu Rindawati selaku ketua dari 

partai Nasdem di Mojokerto atau sebagai wakil ketua komisi di DPRD kab. 

Mojokerto menjelaskan bahwa perempuan itu harus berani dan kuat. Ketika 

ditemui di rumahnya beliau pada hari senin 02 maret 2020. 

“Ketua DPRD kita perempuan dan dari partainyapun partai yang 

sebenarnya disitu sosok perempuan kadang-kadang masih dianggap 

dia yang harus nganut laki-laki artinya laki-laki itu dianggap yang 

di depan itukan ada partai-partai agamis yang masih seperti itu. 

Salah satunya adalah PKB. Lho ketua DPRD kita lho dari PKB 

yaitu perempuan. Sudah tidak perlu dijelaskan kan. Berarti tidak 

ada masalah gitu. Meskipun, perempuan itu minimalis kaum 

marginalis kalau disana kan. Nggak ada masalah. Saya ketua fraksi, 

wakil ketua komisi, ketua partai, perempuan. Bisa dibayangkan 

kan, banyak lho laki-laki disana. Kenapa nggak yang laki-laki? 

Artinya apa? Artinya kitapun meskipun perempuan selama kita 

punya kompetesi dan kita bersaing. Dalam katagori memang sama-

sama punya ilmu otaknya bisa dipakai jalan, nggak masalah. Dan 

wakil ketua DPRD dari PDIP perempuan bu Puji. Sekarang 

perempuan sudah merajai wesssss. Perempuan perempuan 

dimojokerto sudah mulai mendobrak.”
29

 

  
Pernyataan ibu Rindawati tersebut didukung oleh pernyataan ibu Eka Septya 

Juniarti (39) yang juga merupakan salah satu anggota DPRD kabupaten 

mojokerto dari fraksi PKB Beliau mengatakan, 

“emm gini, perempuan itu harus sadar, jika kita tidak mau 

didiskriminasi maka kita harus menjadi bagian dari pembuat 

kebijakan. Jadi, jangan mau hanya menjadi objek saja. Jadi kitapun 

harus jadi subjek bagaimana caranya? ya, dengan keberanian. Kalau 

                                                 
29

Bu Rindawati, wawancara oleh penulis. Pada hari senin tanggal  02 maret 2020 
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saya melihat. em sekarang ini mungkin kalau kita lihat di kota-kota 

besar banyak politisi atau caleg-caleg perempuan. tapi, di satu sisi 

kalau kita lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ke kabupaten-kabupaten 

yang lebiih kecil dan lebih jauh dari ibu kota dan jauh dari kota besar. 

Semakin sedikit lagi perempuan yang berani maju. Akibatnya, ketika 

sedikit politisi perempuan. Maka, akan semakin banyak perda yang 

mendiskriminasi perempuan. Dan saya dari partai PKB. Seperti yang 

pean tahu partai PKB kan, partai yang menonjolkan agama ya. Yang 

mana banyak orang yang beranggapan perempuan itu harus di rumah 

ngurus anak dan suami. Nah, saya nggak mau kalau perempuan itu 

hanya macak manak dan masak istilah orang jowo (jawa) kan gitu, 

kita harus bisa lebih bermanfaat lagi dengan ilmu-ilmu yang kita 

ketahui”30 

 

  Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa perempuan anggota 

legislatif mencoba mengkontrusksi ulang hal-hal yang sebelumnya 

merugikan perempuan. Ke hal-hal yang mampu memposisikan perempuan 

dengan ramah. Yang mana disini perempuan anggota legislatif 

membuktikkan bahwa mereka mampu mendulang prestasi. 

   Perempuan sebagai mahluk yang berakal (homo sapiens) dan juga 

bersosial (homo kasius) mempunyai peran penting dalam ikut memberikan 

sumbangsihnya terhadap berlangsungnya kehidupan manusia. Sesuai 

dengan ketetapan Al-Qur’an kita temukan tugas mulia bagi seorang 

perempuan. Tugas itu adalah sebagai ibu. Islam tidak melarang perempuan 

berpolitik. Asalkan tugas tersebut tidak melanggar kaidah Islam. 

1. Perempuan Lembaga Legislatif Sebagai Roda Penggerak. 

  Berikut pernyataan dari ibu hindun : 

“kita sebagai anggota legislatif, tugas kita banyak. Diantaranya 

kitamencoba merubah pola fikir yang masih kolot (tempat 

perempuan di rumah macak,manak, dan masak). Kita sudah 

membuktikkan bahwa Oh iya, perempuan lho bisa. Bukan malah 
tidak mendukung satu dengan yang lain. Kita perempuan bisa 

                                                 
30 ibu Eka Septya Juniarti, wawancara oleh Penulis. Pada hari minggu, 05 april 2020 
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menjadi sangat kuat apabila kita saling support, saling dukung, 

antara satu dengan yang lain. Perempuan sesama perempuan kok 

saling menjahtukan. Kan ya gak enak. Kita tunjukkan bahwa 

perempuan bukan sebagai pelengkap. tapi bisa menjadi peran vital 

bersama laki-laki untuk menjalankan misi yang terbaik untuk masa 

depan. Jangan mau dipandang remeh. Oleh siapapun. Kita sebagai 

perempuan di kasih kebihan memang di suruh untuk maju. Untuk 

mengubah lingkungan sekitar. Mengubah pola fikir masayarakat. 

Untuk peka terhadap keadaan. Dunia sudah berubah sudah modern. 

Kalau kita masih terisolasi sama zaman dulu. Kalau di partai 

Golkar perempuan dibuatkan pelatihan-pelatihan untuk kadernya 

salah satunya dunia usaha.”
31

 

 

 Dengan hadirnya perempuan anggota legislatif tentu mengubah 

banyak hal yang ada di mojokerto. Seperti kebijakan-kebijakan yang 

mendukung perempuan. Kebijakan yang mana harus ada pelatihan untuk 

perempuan agar perempuan lebih produktif. Revolusi Industri 4.0 yang 

sedang berlangsung saat ini telah mengubah kehidupan manusia melalui 

serangkaian teknologi internet of things. Menurut UN Women, dalam dunia 

yang sedang berubah ini, tidak disangsikan lagi bahwa 90% pekerjaan di 

masa depan akan membutuhkan keterampilan teknologi, informasi, dan 

komunikasi (Information and Communication Technology /ICT). Pekerjaan 

lama akan berganti dengan pekerjaan berbasis teknologi informasi. 

Perempuan harus mampu melepaskan diri dari budaya dan cara pandang 

yang menghambat kemajuan di era teknologi ini. Perempuan yang 

mayoritas adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

perlu mempelajari digital marketing untuk memasarkan produk mereka 

lebih luas lagi. Era teknologi digital ini memberikan keuntungan bagi 

                                                 
31

 Bu Hindun, wawancara oleh penulis. Pada hari rabu tanggal  04 maret 2020 
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perempuan, karena mereka dapat bekerja dan menjalankan usahanya dari 

rumah.
32

 

Perempuan sebagai pemegang peranan penting bahkan utama dalam 

bidang politik bukanlah hal baru dalam sejarah kehidupan bangsa ini. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa perempuan telah menjadi aktor penting 

dalam perjuangan kaum nasionalis dalam lingkungan publik yang menandai 

masuknya bangsa ini ke era modernitas. Dapat dikatakan bahwa pra 

modernitas senantiasa diiringi dengan adanya proses pembangunan. 

Pengertian proses pembangunan adalah perubahan sosial budaya yang akan 

meliputi pula perubahan nilai. Wanita di samping sebagai istri, ibu 

diharapkan aktif dalam organisasi dimana suami bekerja, karena status istri 

sebagai pendamping suami dan menurut informasi turut menentukan kondisi 

suami. Untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam masyarakat, 

pendidikan merupakan syarat yang mutlak.
33

 

2. Sebagai pembuat kebijakan yang mempu memposisikan perempuan 

dengan ramah. 

Banyak kebijakan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan 

daerah,  mendiskriminasi perempuan. Hal itu terjadi karena para pembuat 

kebijakan, yang didominasi laki-laki, tidak memiliki gambaran bagaimana 

                                                 
32

 Dina Martiany, Tantangan dan Peluang Revolusi Industri 4.0 Bagi Perempuan, Bidang 
Kesejahteraan Sosial Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XI, N0. 
05/I/Puslit/Maret/2019, h, 1-2 
33

 Soedarsono, R.M., & Murniatmo, Gatut. 1986. Nilai Anak dan Wanita dalam 
Masyarakat Jawa. Diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan 
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melindungi dan memajukan perempuan. Perempuan harus berpolitik masuk 

parlemen. 

“kenapa perempuan harus jadi DPRD saya kira perempuan adalah 

penghuni separuh di muka bumi ini, terutama Indonesia. 

Kepentingannya harus terwakili. Dan untuk bisa terwakili harus 

ada perempuan di DPRD. Saya kira, saya menyakini bahwa 

perempuan memiliki semnagat yang jauh lebih besar untuk 

memajuhkan mojokerto ini. dan ehh percayalah bahwa. Bukan kita 

tidak percaya bahwa laki-laki akan mengusung keadilan dan 

kesetaraan gender. Tapi jika ada perempuan disana maka karena 

kedekatan isu itu dengan perempuan maka Insyaallah isu keadilan 

dan kesetaraan gender itu akan dibawah. Jika mojokerto ingin adil 

dan sejahterah. Ingin ada kesetaraan dan keadilan maka harus ada 

perempuan disana. Salah satu bunyi perda Setiap perempuan 

dilarang berjalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa 

ditemani muhrimmya pada selang waktu pukul 24.00 sampai 

dengan pukul 04.00, kecuali dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan.” Demikian bunyi salah satu Peraturan 

Daerah Mojokerto No. 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat”
34

 

 

Apakah peraturan daerah tersebut melindungi perempuan? 

Mungkin penyusunnya ingin melindungi perempuan, namun tidak 

memiliki  bayangan bagaimana cara melindungi perempuan dari kejahatan 

seksual. Akibatnya aturan yang dihasilkan menjadi diskriminatif. Dalam 

aturan itu, stigma bahwa perempuan adalah penyebab tindakan maksiat 

diformalkan. Selain itu, banyak perempuan bekerja di malam hari seperti 

pekerja pabrik, pedagang pasar pagi atau pegawai rumah sakit. Apakah 

mereka harus menghentikan kegiatannya? Padahal mencari nafkah adalah 

hak yang sangat mendasar. Aturan seperti di atas mencerminkan 

ketidakpahaman pembuat kebijakan, yang didominasi oleh laki-laki, 

mengenai kepentingan perempuan. Kepentingan perempuan berbeda dari 
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laki-laki. Bukan berarti laki-laki tidak bisa mewakili kepentingan 

perempuan. 

“Kita usul membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung 

perempuan misalnya diadakannya tempat ibu menyusui agar si ibu 

merasa nyaman. Kedua kita buatkan tempat pemisah antara laki-

laki dan perempuan. Itukan ehhh salah satu upaya dari kita untuk 

melindungi perempuan. Kalau kita tidak masuk di lembaga 

legislatif lantas siapa yang akan memperjuangkan hak-hak kita. 

Kemudian ada satu lagi laki-laki dilarang merokok di tempat umum 

apalagi ada anak kecil atau ibu hamil ini kan sangat merugikan 

untuk generasi kita. Masa iya anak kecil yang seharusnya memiliki 

masa depan yang cerah malah terpapar penyakit yang di sebabkan 

asap rokok ini kan gak adil banget. Tapi ini masih diperdebatkan. 

Sebab banyak anggota dewan laki-laki yang juga merokok. Jadi 

yang laki-laki kurang setuju dengan hal tersebut. Nah, kita sebagai 

anggota legislatif berusaha sebaik mungkin melindungi perempuan 

dan anak-anak dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang 

sesuai dengan perempuan.” 

 Jika kita melihat pernyataan beliau kita dapat menyimpulkan bahwa 

yang tahu masalah perempuan ya perempuan itu sendiri. Selanjutnya, yang 

perlu diperjuangkan dalam narasi keagamaan ialah bukan lagi 

kepemimpinan jenis kelamin perempuan, akan tetapi, kepemimpinan yang 

kebajikannya benar-benar memperhatikan segalah kebutuhan perempuan, 

sebagai kebutuhan kemanusiaan, yang harus di fasilitasi baik dalam ranah 

domestik maupun publik. 

  “perempuan yang bener-bener masuk politik adalah perempuan-

perempuan yang tahan banting itu yang satu. Jadi, istilahnya yo 

perempuan yang juga setengah laki-laki juga karena fikiranya 

sudah bukan irrasional lagi yang dipakai sudah harus rasional, 

kebanyakan harus rasional. berhitungpun juga harus rasional. 

Dengan kouta 30% masih banyak yang tidak tercukupi gitu. Tapi, 

bukan berarti di semua tempat seperti itu nggak. Mulai pelan-pelan 

sudah mulai tumbuh. Dan kenapa kok 30% ya bertahap. Di coba 

dulu 30% dengan adanya 30% ini sudah mewarnai nggak. Kalau di 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58 

 

Mojokerto sendiri dari 50 anggota dewan  perempuan 14 coba 

berapa persen itu?”
35

 

   

Tabel 4.3 

Perbandingan 3 UU tentang aturan kouta 30% perempuan 

UU No 12 tahun 

2003 

UU No 10 tahun 2008 UU No 8 tahun 2012 

pasal 65 ayat 1 

tentang kuota 30% 

perempuan  

 

pasal 53 tentang kuota 

30% perempuan  

 

pasal 55 tentang kuota 

30% perempuan  

 

 Pasal 55 ayat 2 tentang 

system zipper  

 

Pasal 56 ayat 2 tentang 

system zipper  

 

 

 Tabel di atas menjelaskan tentang kebijakan affirmative action di 

Indinesia sejak pemilu 2004. Pada pemilu 2004, undang-undang pemilu 

yang berbicara tentang upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan 

di lembaga legislatif baru sampai pada tahapan peraturan tentang sistem 

pencalonan 30%. Pada pemilu periode berikutnya yaitu pada tahun 2009, 

kebijakan afirmasi mengalami perbaikan dan perkembangan yaitu terdapar 

penambahan pasal tentang peraturan upaya keterwakilan politik perempuan. 

Yang mana di setiap ada 3 calon maka di dalamnya harus ada perempuan 

yang juga ikut serta. 

 Dengan keberadaan pasal tentang sistem zipper. Zipper sistem 

merupakan peraturan yang mengatur bahwa disetiap tiga calon harus ada 

didalamnya calon perempuan. Sistem zipper dikenal juga dengan sistem 

zigzag. Disini partai politik diatur untuk harus menempatkan perempuan 

disetiap tiga calon yang didaftar saat persaingan pemilu. Namun sangat 

disayangkan, di mana pada pemilu tahun 2014, peraturan tentang affirmative 
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action untuk perempuan di lembaga legislatif tidak mengalami 

perkembangan. Peraturannya tetap sama dengan pada saat pemilu pada 

periode sebelumnya yaitu dengan keberadaan dua pasal tentang affirmative 

action, adalah peraturan tentang kuota pencalonan dan sistem zipper. 

  Yang saya tangkap dari penjelasan dia atas adalah Permasalahan 

seorang perempuan yang bekerja dalam pandangan masyarakat kita yang 

muslim, membawa sebuah gambaran dimana kebenaran dan kesalahan 

saling tumpah tindih di dalamnya. Kejujuran dan kecurangan menjadi 

samar, terdapat kelaleian yang melebihi batas, dan penyimpangan.
36

 Artinya 

disini perempuan dijadikan uji coba berhasil atau tidaknya. 

  Berbeda halnya dengan pendapat ibu Ina Mujiastuti (44). Ibu Ina lebih 

Percaya diri dalam berargumen. Berikut pendapat beliau : 

  “ya dunia ini yeapa ya. Perkembangan perempuan lebih besar di 

banding laki-laki. Dari agama islam juga menyakini jadi 

perkembangan perempuan akan lebih besar dibanding laki-laki. 

Sehingga disini dibutuhkan peran perempuan dalam dunia 

legislatif. Jika tanpa perempuan saya yakin tidak akan bisa 

mewarnai isi dari pasal-pasal yang ada. Iya jadi perannya sangat 

besar sekali. Itu hal-hal contoh ya. Sebenarnya 30% ini menurut 

saya masih kurang. Dan itu memang susah untuk perempuan masuk 

di legislatif. Bukan karena adanya budaya patriarki. Sebab menurut 

saya di mojokero tidak ada budaya patriarki menurut saya lho ya. 

Tidak ada hubungannya dengan budaya patriarki dengan kouta 

30% disini perempuan bebas. Alhamdulillah di mojokerto ini ada 

peningkatan untuk anggota perempuan legislatif. Jadi, luar biasa 

mojokerto ini. dan di teman-teman legislatif tidak ada yang 

membedakan antara laki dan perempuan kita bebas dalam 

melakukan apapun selahi itu membawa perubahan untuk mojokerto 

yan lebih baik. Justru yang laki-laki nganut dengan kita 

(perempuan). Saya kan wakil ketua komisi jadi arahan dari saya 

selalu di kerjakan dengan baik. Kan memang pada dasarnya 

anggota harus membantu dalam menjalankan tugas. Dan saya 
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berada di komisi 3 nah, komisi 3 ini ada yang meninjau 

pembangunan infrakstruktur, peninjauan ke pabrik-pabrik untuk 

melihat pembuangan limbahnya di bunag dimana. Pokoknya di 

komisi 3 ini, kerjanya di luar ruangan.. dan saya waktu itu di 

komisi 3 perempuan sendiri. Itu artinya perempuan tidak bisa 

dipandang dengan sebelah mata. Sampeyan nek nggak percaya 

coba lihat desa-desa binaan saya. Alhamdulillah sudah berkembang 

jika dibandingkan dulu”
37

 

   

  Karena zaman sudah berubah. Maka, pemikiranpun harus berubah. 

Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan tersebut maka, kita akan 

tertinggal. Dan pada intinya adalah kerja keras kartini tidak sia-sia untuk 

menyuarakan keadilan gender. Sebab saat ini kita merasakan dengan sangat 

jelas perubahan yang sangat signifikan. Dibanding dengan zaman dahulu. 

 Perempuan adalah separuh bagian dari sebuah masyarakat. Perempuan 

juga patner laki-laki untuk memakmurkan bumi dan merealisasikan subuah 

pemberdayaan. Dengan adanya kerja sama diantara keduannya, kehidupan 

bisa berlangsung dan berjalan lurus, masyarakat dapat berkembang dan 

panji-panji keadilan serta kebaikanpun berkibar. Islam telah menjaga hak 

sipil perempuan dengan utuh, memelihara kelayakannya dalam menjalankan 

tugas-tugas.
38

 

3. Sebagai Role Model 

“sekarang ini Mojokerto berani mendobrak. Karena mojokerto 

itukan mewarisi kebesaran Majapahit. Di Majapahit itu, saya tidak 

ngomong yang lain, saya ngomong di lingkup legislatif. Salah 

satunya adalah tugas kita membentuk undang-undang. Atau 

membuat peraturan daerah kalau kita. Karena kita lingkup daerah. 

Dan sedangkan kita tau di majapahit itu ada yang namanya ratu 

Tribuana Tungga Dewi. Dia menjadi ratu kemudian di turunkan 
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kepada anaknya yaitu Hayam Wuruk, masa kebesaran majapahit 

kan ada di Hayam Wuruk. Dengan patinya patinya Gaja Mada, tau 

nggak yang sebagai penasihat kerajaan tersebut siapa? Ya Tribuana 

Tungga Dewi, undang-undang pertama kali muncul ya di zaman 

Tribuana Tungga Dewi. Yang memunculkan ya beliaunya. Disini 

kita butuh role model agar perempuan lain juga berani bermimpi”
39

 

 

 Phillips memetakan empat rationale yang menjadi latar belakang dari 

kampanye-kampanye pentingnya keterwakilan perempuan Pertama, 

perempuan yang masuk ke dalam institusi politik dapat memunculkan 

figur role model bagi perempuan lainnya (yang selama ini menjadi 

kelompok subordinat di tengah masyarakat). Dengan munculnya role 

model perempuan yang berkiprah di ruang politik, perempuan lain dapat 

memiliki rasa percaya diri untuk terlibat dalam politik. Kedua, kehadiran 

perempuan dalam institusi politik dapat sekaligus menghadirkan 

kepentingan perempuan yang terabaikan sebelumnya. Ketiga, keterwakilan 

perempuan menjadi elemen mendasar dalam perwujudan keadilan antar 

gender. Keempat, kehadiran perempuan dalam politik akan meningkatkan 

kualitas kehidupan politis perempuan (political life).
40

 

“kebetulan anggota DPRD kab. Mojokerto cukup banyak di 

banding dengan kota-kota lain. Alhamdulillah, kalau kita 

selembaga 50 anggota dewan diantara 14 perempuan dan 

selebihnya laki-laki. Alhamdulillah bener bener kouta 30% itu 

terpenuhi perempuan. Kalau kita seorang perempuan trus usul 

kemudian tidak diterima itu tidak pernah. Alhamdulillah sangat di 

apresiasi baik. Misalnya ada rapat kaya gitu malah hampir semua 

temen-temen kita aktif menyuarakan pendapat. Karena kan 

perwakilan dari berbagai partai. Dan partai itu menuntut kita 

oposeh seng gak cocok yo usulo (apa yang tidak cocok ya kita 

usul). Ojok meneng ae (Kamu jangan diam saja) dan ya yo ya yo 
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 Rindawti, wawancara oleh penulis. Pada hari senin tanggal  02 maret 2020 
40

Cania Citta Irlanie.2019. Dampak Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam PRI terhadap 
Akomodasi Kepentingan Perempuan. dalam Jurnal, Vol. V, No. 2, tahun 2019, p.  7 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 

 

ae. Selama itu tidak cocok oleh partai kita atau tidak bisa 

diterapkan di daerah kita. maka, harus bersuaraentah itu di trimo 

atau nggak. Yang penting diakomodir oleh pimpinan. Memang 

pesen partai ya kaya begitu. Mangkanya perempuan nggak boleh 

vakum tetep harus berani menyampaikan sesuatu yang mungkin itu 

dampaknya positif di masyarakat kita.”
41

 

 

 Semakin meningkatnya keterwakilan perempuan di Kab. Mojokerto 

diharapkan menjadi contoh yang baik bagi perempuan yang lain. Jika dulu 

banyak perempuan yang masih ragu untuk maju. Maka dengan 

meningkatnya keterwakilan perempuan hal tersebut akan menjadi langkah 

awal yang baik untuk kedepannya. 

 Dan begitupun di DPRD kab. Mojokerto. Diharapkan mampu 

memberikan contoh kepada perempuan-perempuan. Bahwasanya 

perempuan berhak menjadi bintang di manapun mereka berada. Di era 

terlibatnya perempuan masuk ranah politik mampu mempengaruhi dan 

mendorong perubahan sosial di masyarakat walau sering tidak terlihat. 

Hingga hari ini diketahui peran perempuan semakin menguat, meskipun 

kesetaraan gender secara subtansi masih belum tercapai. Pasalnya, masih 

banyak hal yang harus dihadapi oleh perempuan. 

2. Hambatan dan Pendorong Perempuan dalam Maju di Lembaga 

Legislatif 

 Setelah berakhirnya masa penjajahan tahun 1945 yang telah 

diperjuangkan baik oleh para lelaki dan perempuan, tampak bahwa 

keterlibatan perempuan dalam politik menguat. Pada masa setelah 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak perempuan yang 

                                                 
41

 Bu Hindun, wawancara oleh penulis. Pada hari rabu tanggal  04 maret 2020 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63 

 

terlibat aktif dalam proses-proses politik. Awal yang banyak menjanjikan  di 

bawah pemerintahan Sukarno berakhir pada 1965 dengan peran gender yang 

secara resmi ditetapkan oleh negara. Di bawah pemerintahan Suharto 

gerakan-gerakan emansipatoris perempuan diredam, sebagai gantinya 

perempuan dilibatkan dalam organisasi-organisasi massa yang terbagi 

secara kaku agar dapat dikendalikan secara ideologis. Itu berarti perempuan 

harus belajar menerima peran sebagai subordinat laki-laki dan 

mengorbankan diri secara keseluruhan pada kepentingan keluarga. 

 Diskriminasi secara politis dan sistemastis tersebut berlaku sejalan 

dengan proses marjinalisasi perempuan dalam bidang pekerjaan tradisional 

(di sawah, pasar, dan usaha keluarga). Perempuan adalah pihak yang kalah 

dari suatu proses pembangunan (yang sesungguhnya berhasil) yang berjalan 

di bawah pemerintahan Suharto. Gambaran tersebut berhenti hingga hari ini. 

Melalui pemahaman peran secara klasik dalam masyarakat Indonesia, 

perempuan harus bertanggung jawab bagi pendidikan dan urusan keluarga. 

Perempuan bekerja hanya diterima bila mereka dapat memperluas wilayah 

pertanggungjawabannya. 

1. Isu-isu bahwa Perempuan Mempunyai Langkah Sempit 

  Berikut pernyataan diatas diperkuat dengan pendapat ibu Rupiatin : 

“memang benar banyak sekali hambatan ketika ingin maju di 

panggung politik. Misalnya saja masyarakat kita cenderung 

termakan isu-isu bahwa politik itu adalah ranahnya laki-laki, jadi 

jangan sampai perempuan itu jadi. Maklum kita kan masih 

dilingkup kabupaten. Berbeda lagi kalau kita di lingkup kota-kota 

besar. Mungkin kontestan politik perempuan akan dihargai sebab 

prestasi. Maka dari itu kita harus berjuang lebih agar masyarakat 

percaya bahwa perempuan itu juga bisa. Tapi, menurut saya ya. 
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Kenapa ada istilah jangan pilih perempuan? Itu hanya soal isu-isu 

masyarakat yang kurang percaya terhadap perempuan.”
42

 

  

 Dari pernyataan beliau tersebut, saya mendapatkan yang sebenarnya 

bukan hal baru bagi saya. Karena di desa saya juga terjadi akan hal tersebut. 

Misalkan saja ketika ada pemilihan kepala desa. Yang mana calonnya ada 

laki-laki dan perempuan. maka, akan ada rumor yang akan beredar jangan 

pilih perempuan karena perempuan itu langkahnya sempit. Dan hal terseut 

bisa saja terjadi ketika seorang perempuan ingin mencalonkan diri sebagai 

calon legislatif. Sebab di mojokerto sendiri khususnya di desa-desa masih 

percaya bahwa perempuan itu langkahnya sempit. 

 Keluarga, sekolah, bacan dan televisi telah menjadi sumber 

pengetahuan tentang bagaimana menjadi perempuan yang ideal, yang sesuai 

dengan tatanan sosial. Yang terpenting adalah intitusi semcam ini telah 

menegaskan suatu bentuk relasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai 

praktek kehidupan. Proses pembelajaran yang mengakar itu akan menjadi 

salah satu cara perempuan berkiprah. 

 Pernyataan ibu Rupiatin diperkuat dengan pernyataan ibu Eka Septya 

Juniarti. Berikut pernyataan beliau : 

“jadi gini,  hal tersebut memang benar, tapi, sedikit demi sedikit 

masyarakat kita sudah bisa menilai siapa yang layak duduk di kursi 

parlemen dibuktikan dengan melonjaknya keterwakilan perempuan 

di lembaga tersebut. Kalau saya sendiri hambatannya adalah restu 

dari orang tua. Maklum ya orang tua kan was-was, kalau saya maju 

di politik. Secara kita kan masih harus mengeluarkan uang yang 

jumlahnya tidak sedikit. Orang tua takut jika saya gagal. 

Mangkanya orang tua saya susah untuk mendapatkan restu. Tapi 

dengan diberi pengertian yang baik. Pada akhirnya orang tua saya 
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luluh. Sebenarnya gini, setiap anggota akan berbeda 

hambatanya.”
43

  

 

 Menanggapi hal di atas penulis mencoba menguraikan apa yang sudah 

dipahami oleh penulis. Jika kita melihat argumen bu eka memang lebih ke 

arah pribadi hambatannya. Disini penulis memaklumi walaupun sebenarnya 

yang diharapkan adalah hambatan yang umum atau yang sering muncul. 

Syukur-syukur memberikan jawaban yang mampu membawa penulis lari 

lebih jauh. 

 Di ranah politik, yang mana laki-laki selalu menonjol dalam hal 

tersebut. Proses semacam ini perlu dikontruksi ulang karena hal tersebut 

kurang megutungkan bagi perempuan. Apa yang di ajarkan keluarga dan 

intitusi itu sangat mempengaruhi. Pengaruh akar sosial budaya dalam 

mengasosiasikan perempuan sebagai orang yang memiliki ciri tertentu telah 

memberi warna politik perempuan. Pemaknaan keterlibatan politik 

perempuan. Ditentukan oleh sistem ideologi yang telah memberi 

kemungkinan dan batasan. Ideologi ini terwujud dalam etos kerja yang 

mempengaruhi mempengaruhi keterlibtan perempuan karena ia membentuk 

etika kehidupan yang evaluatif.  

2. Regulasi Yang Kurang Egaliter 

 Berikut ada argumen dari ibu hindun tentang perkara yang dianggap 

menghambat perempuan untuk maju di parlemen. 

“jadi gini kalau menurut saya apa sih perkara yang menghambat 

perempuan maju di parlemen? Yang pertama yaitu regulasi, kenapa 
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 ibu Eka Septya Juniarti, wawancara oleh Penulis. Pada hari minggu, 05 april 2020 
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kok regulasi karena banyak undang-undang yang mendiskriminasi 

perempuan atau yang membatasi gerak perempuan. Misalkan saja 

regulasi yang mengatur kouta 30% kan secara tidak langsung 

menghambat. Kemudian yang kedua culture atau pandangan 

masyarakat. Karena masyarakat banyak yang menganggap bahwa 

politik itu harus di dominasi oleh laki-laki. Apalagi kita di desa 

secara tidak langsung masih ada orang yang menganggap hal 

tersebut yang ketiga yaitu kurangnya mendapat pelatihan politik 

bagi perempuan. Ini sih masih berhubungan dengan yang kedua 

tadi, karena dianggap tabuh maka pelatihan politik untuk 

perempuanpun masih minim ya. Jadi begitu sih mbak.”
44

 

 

 Argumen diatas diperkuat dengan pendapat dari ibu Ina Mujiastuti, 

berikut pendapat beliau : 

“perkara yang menghambat untuk perempuan maju di lembaga 

legislatif yaitu banyak masyarakat yang beranggapan bahwa itu 

bukan tempat perempuan. Khususnya banyak juga perempuan yang 

juga menjatuhkan perempuan. Atau bisa dikatakan masih kurang 

percaya terhadap kemampuan perempuan. Sejauh ini, jika kita 

melihat perempuan itu sangat aktif. Bahkan absensinyapun full 

dalam artian kita perempuan di lembaga legislatif kabupaten 

Mojokerto selalu hadir”
45

 

 

  Dalam menjalankan partisipasinya perempuan mendapatka banyak 

kendala. Menurut Lycette (1994:42) terdapat paling sedikit empat kendala 

bagi perempuan dalam berpartisipasi di bidang politik, yaitu disebabkan 

karena : 

1.  Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu perempuan 

reproduktif dan perempuan produktif, di dalam maupun di luar. 

2. Perempuan relatif memiliki pendidikan yang rendah dibanding 

dengan laki-laki kerena perbedaan yang diperoleh 

                                                 
44

 Bu Hindun, wawancara oleh penulis. Pada hari rabu tanggal  04 maret 2020 
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3.  Adanya hamabatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja 

secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang 

membatasi gerak perempuan. 

4. Adanya hambatan legal bagi perempuan. Larangan berpartisipasi 

dalam pendidikan atau program keluarga berencana tanpa 

persetujuan dari suami atau ayahnya. 

 Banyak penelitan-penelitian yang mengungkapkan sulitnya 

perempuan berkiprah di negara berkembang di sebabkan masih membawa 

budaya yang begitu kental. Ada kencendurungan rendah dibandingkan 

dengan laki-laki. Pasalnya mereka lebih banyak terlibat dalam urusan rumah 

tangga atau domestik. 

 Gambaran stereotip ini berdampak negatif terhadap partisipasi di 

bidang politik: para perempuan yang aktif dalam politik, dipandang sebagai 

“sesuatu yang tidak tepat“ karenanya perannya tidak diperhitungkan. Karena 

itulah proses masuknya perempuan dalam partai-partai tampak problematis. 

Pemilihan wakil-wakil perempuan dan laki-laki ditetapkan oleh kelompok-

kelompok kecil para pemimpin partai yang kebanyakan laki-laki dan 

menjatuhkan pilihannya menurut jenis kelaminnya sendiri. Selain itu tingkat 

pendidikan perempuan Indonesia lebih rendah dari laki-laki, sehingga 

perempuan kurang memenuhi persyaratan kompetensi secara politis untuk 

dapat bersaing dengan laki-laki. Pada tahun 2003 dalam Undang-undang 

Pemilu secara khusus disebutkan bahwa untuk menjadi calon legislatif harus 

berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas. Dari situ 
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tampak bahwa pencalonan legislatif terkait banyaknya waktu dan terutama 

terkait dengan uang, karena keputusan untuk menetapkan calon dijatuhkan 

secara personal dan tidak tergantung pada partai politik. Banyak perempuan 

yang tidak memiliki sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mencalonkan 

diri. Struktur patriarkis inilah yang membuat perempuan sulit untuk dapat 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 

“kemudian kurangnya pengkaderan secara serius terhadap 

perempuan. sehingga hal tersebut mejadi bahan perbincangan atau 

bahkan dibuat isu agar perempuan mundur saja dari calon legislatif. 

Nah, hal ini membuat perempuat merasa kapasitas dan 

kapabilitasnya diragukan sebelum mereka terjun langsung. Maka 

dari itu partai politik harus menciptakan sistem pengkaderan agar 

nantinya perempuan bisa show off. Terutama di dunia politik. 

Sehingga nantinya tidak ada lagi kata-kata calon legislatif 

perempuan karbitan. semua bisa berjuang terhadap aspirasi 

masyarakat terutama hak-hak masyarakat yang belum 

terealisasikan. Tapi saya kira di mojokerto ini sudah banyak aktifis-

aktifis perempuan yang hadir dan mampu menjunjung tinggi 

keberadaan perempuan”
46

 

 

 Jika kita melihat pendapat di atas. maka, memang benar bahwa 

hambatan-hambatan yang sering muncul ketika perempuan mencalonkan 

sebagai lembaga legislatif itu terikat pada stigma yang beredar di 

masyarakat. Tapi, dengan seiring berjalannya waktu banyak perempuan-

perempuan yang sadar bahwa melek politik itu penting. Meskipun berawal 

dari kesadaran betapa pentingnya perempuan di lembaga legislatif. 

Terutama untuk mewakili suara-suara perempuan yang selama ini masih di 

abaikan oleh pemerintah. Dengan hadirnya perempuan di lembaga legislatif 

tentu saja hal itu akan memudahkan perempuan untuk membuat peraturan 
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 Bu Rindawati, wawancara oleh penulis. Pada hari senin tanggal  02 maret 2020 
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yang memihak perempuan dan mendukung perempuan dalam bergerak. 

Disini artinya gerak perempuan tidak dibatasi bahkan mereka dikasih wadah 

dan ruang untuk bergerak. 

 Jika ada faktor hambatan untuk perempuan bergerak di ranah 

legislatif. Maka, tentu saja ada faktor pendukung untuk perempuan bergerak 

di ranah legislatif.  

 Perempuan Indonesia harus lebih berani mengambil peran politik. 

Sebab peran dan fungsi perempuan masih terbilang kecil. Sejak pemilu di 

gelar di negara ini pada tahun 1955 hingga pemilu pada tahun 2019 

perempuan di parlemen belum pernah mencapai 30 persen. Meningkatkan 

keterwakilan politik perempuan sama artinya meningkatkan keektefikan 

mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik guna menjamin 

hak-hak kelompok perempuan. Selain itu suara perempuan sangat 

menentukan bagaimana bangsa ini bergerak. Potensi perempuan dalam 

berpolitikan berperan penting untuk menyuarakan isu-isu tentang 

perempuan. Dan melahirkan kebijakan yang ramah terhadap perempuan dan 

anak. Dan tentu saja hal ini bukanlah hal yang mudah sebab kita berada 

pada culture society yang mana masih tidak mendukung perempuan.  

 Berikut faktor pendukung perempuan dalam maju di lembaga 

legislatif : 

1. Dukungan Dari Keluarga 

“kalau menurut saya itu ada 2 (dua) yang pertama faktor internal 

dan yang kedua faktor eksternal. Nah apasih faktor internal itu? 

Faktor internal itu yang dari dalam artinya adalah keluarga sangat 

mempengaruhi, terutama dukungan dari suami. Karena banyak 
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suami yang tidak mau mendukung perempuannya dalam berkarir di 

politik. Karena si suami beranggapan politik itu tidak baik dan 

mempunyai jam kerja yang tidak pasti. Kemudian yang kedua yaitu 

faktor ekstenal yang mana faktor ini, faktor dari luar misalnya 

masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana perempuan harus 

berkiprah. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang pro 

perempuan. Karena kita tidak mungkin mengubah kebiasaan kita. 

Apalagi kita berada di desa. Hal tersebut masih sulit. Jadi salah 

satunya adalah dengan membuat kebijakan yang pro terhadap 

perempuan”
47

 

 

 Argumen diatas diperkuat dengan pendapat dari ibu Ina Mujiastuti, 

berikut pendapat beliau :  

“ jadi begini, eh, dukungan dari keluarga itu sangat penting untuk 

kita maju dalam lembaga legislatif. Sebab apa, untuk maju di 

lembaga legislatif itu tidak semudah yang dibanyangi orang. Jika 

kita awalnya saja tidak di dukung oleh keluarga terutama orang tua 

suami kalau memang kita sudah menikah. Alamat apa yang 

menjadi harapannya kita akan perlahan mati. Jika kita sudah 

mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat kita Insyaallah 

jalan kita akan dimudahkan. Dukungan dari orang terdekat akan 

menjadi obat semangat yang mujarab”
48

 

  

 Jika kita melihat dari argumen diatas, betapapun sulitnya untuk masuk 

di lembaga legislatif. Asalkan ada orang yang mampu mendukung kita. 

Semua akan terasa mudah. Kemudian juga di sertai kebijakan-kebijakan 

yang memihak terhadap perempuan. Seperti kebijakan UU NO 10 tahun 

2008 yang mana partai politik harus mengikut sertakan perempuan dalam 

keterwakilan di lembaga legislatif yaitu 30% (persen). Dengan hadirnya 

kebijakan tersebut tentu saja akan mendukung perempuan dalam bergerak 

serta berkiprah di bidang politik. Sebagaimana yang diamanatkan pada 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945. kemerdekaan 
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 Bu Rindawati, wawancara oleh penulis. Pada hari senin tanggal  02 maret 2020 
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 Bu Ina, Wawancara oleh  penulis, pada hari minggu tanggal 01 maret 2020 
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berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi 

manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk 

berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan 

Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik 

Indonesia.  

 UU pemilu tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu 

bentuk akomodasi politik atas tuntutan pentingnya kesetaraan gender bagi 

kalangan perempuan dalam wilayah politik. Sekaligus memberikan ruang 

parsitipasi politik yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan 

bangsa. Representasi perempuan yang memadai di lembaga legislatif sangat 

dibutuhkan. Hal ini bisa dilihat dalam kondisi legislatif sebelumnya dimana 

keterwakilan perempuan sangat minim sehingga mengakibatkan 

kepentingan kaum perempuan terabaikan. 

 Mitos-mitos telah dibangun untuk mengatakan bahwa tempat laki-laki 

adalah di dunia kerja dalam perjuamgannya untuk hidup. Sementara tempat 

perempuan di rumah mengatur rumah tangga. 

 Berikut pendapat ibu hindun tentang faktor pendorong perempuan 

masuk di lembaga legislatif : 

2. Untuk Merevisi Aturan Agar Lebih Egaliter 

“jadi begini, apasih yang membuat perempuan untuk maju di lembaga 

legislatif? Yang pertama adalah keinginan kita untuk memngubah 

tatanan tatanan yang tidak sesuai. Karena untuk mengubah hal 

tersebut adalah dengan masuk di lembaga legislatif. Dengan begitu 
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kita dengan mudah mengubah tatanan yang ada. Semisal kemarin saya 

rapat paripurna yang membahas tentang keseraan gender”
49

 

 

 Motivasi personal sangat dibutuhkan dalam maju di lembaga 

legislatif. Sebab itu adalah salah satu kunci keberanian. Sebab jika kunci 

tersebut hilang maka kita tidak bisa melangkah. Kita tidak boleh apatis jika 

hal tersebut menyangkut ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Berupayah 

sebaik mungkin dengan kemampuan yang kita punyai. Terbanglah tinggi 

dengan mimpi dan harapan. Ibu kartini sudah membukakan jalan untuk kita 

mari kita teruskan perjuangan ibu kartini. Sebab ibu kartini kita bisa 

mengenyam pendidikan yang setara dengan laki-laki. Perjuangan ibu kartini 

tidak mudah untuk mencapai di titik yang seperti saat ini. jadi kartini masa 

kini. Yang selalu mendukung perempuan dalam berkiprah.  

 Menurut Nimmo (2000:7) keterlibatan seseorang dalam partisipasi 

politik dipengaruhi oleh faktor-faktor : 

1. Peluang resmi : artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam 

partisipasi politik karena di dukung oleh kebijkan-kebijakan yang 

dibuat oleh negara. 

2. Sumber daya sosial : partisipasi yang ditentukan oleh kelas sosial 

dan perbedaan geografis. Dalam kenyataan tidak semua orang 

memiliki peluang yang berkenaan dengan sumber daya sosial dan 

sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. 

Berkaitan dengan perbedaan geografis, terdapat juga perbedaan 
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dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, 

agama, dll. 

3. Motivasi personal : motif yang mendasari kegiatan berpolitik 

sangat bervariasi. Motif ini bisa di sengaja atau tidak sengaja, 

rasional atau tidak rasional, diilhami psikologis atau sosial, 

diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau 

tidak dipikirkan.  

 Berdasarkan pengertian partisipasi politik diatas, maka bisa diketahui 

bahwa partisipasi politik perempuan bisa berbentuk konvesional dan bisa 

juga non konvesional. Hanya memang kemudian partisipasi perempuan ini 

dipengaruhi oleh peluang resmi. 

 Dari hasil lapangan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa 

peran perempuan di lembaga legislatif sangatlah mempengaruhi masa depan 

perempuan yang akan datang. Dengan keterwakilan perempuan di lembaga 

legislatif perempuan memiliki kesempatan yang terbuka lebar untuk 

mengambil peran lebih guna berkontribusi dalam pembangunan dan isu-isu 

strategis nasional yang lain, termasuk dalam membumikan nilai-nilai luhur 

yang terkandung dalam Pancasila.  Perempuan tidak boleh terjebak oleh 

dogma dan paradigma (cara pandang) sempit bahwa dirinya hanya mampu 

berperan di dalam lingkungan keluarga semata.  Perempuan harus mampu 

menyeimbangkan antara ranah domestik (keluarga) dan ranah publik 

(didepan umum), karena perempuan memiliki hak dan kesempatan yang 

sama dengan laki-laki untuk tampil di depan umum. Hal ini juga sejalan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74 

 

dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila Kelima, yaitu 

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. setiap warga Negara, baik 

laki-laki maupun perempuan, dari suku apapun, agama, dan darimanapun 

latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk tampil di depan 

umum dan memberikan kontribusi yang terbaik pada masyarakat. 

D. Analisis Data 

 Hasil data yang berhasil didapatkan dari penelitian lapangan ini, 

penulis akan menganalisis lebih lanjut berdasarkan teori Konstruksi sosial 

sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L.Berger dan 

Thomas Luckman. Yang mana hubungan manusia dan masyarakat 

merupakan dialektika yang terdiri atas tiga tahap yaitu eksternalisasi, 

objektivasi dan internalisasi.
50

 Yang berasumsi bahwa perempuan 

membutuhkan role model yang mampu membuat mereka berubah, terlebih 

jika hal ini menyangkut budaya, stigma dan paradigma. Perempuan harus 

mampu berdiri tegak serta mengangkat kepala. Karena hal ini menyangkut 

masa depan perempuan Mojokerto. 

 Peran perempuan di lembaga legislatif sangat menentukan masa depan 

mojokerto. Sebab perempuan harus berani mengambil kebijakan-kebijakan 

yang sesuai dengan kemajuan perempuan Mojokerto. Serta dengan hadirnya 

perempuan di lembaga legislatif Mojokerto bisa menjadikan role model bagi 

anak perempuan mudah di Mojokerto. Bahwa perempuan harus berani 

                                                 
50

 M. Sastrapratedja, pengantar dalam Peter L. Berger, Kabar Angin Dari Langit: Makna 
Teologi dalam Masyarakat Modern (A Rumor of Angels: Modern Society and The Rediscovery of 
The Supranatural), alih bahasa J. B. Sudarmanto, (Jakarta: LP3ES, 1991). XV” 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75 

 

punya harapan dan mimpi untuk di wujudkan. Jangan hanya mengandalkan 

pemberian. Bukan saatnya lagi kita hanya diam dan mengamati. Akan tetapi 

kita harus ikut serta memberikan perubahan di mojokerto terutama untuk 

perempuan baik dalam segi ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. 

Keberanian perempuan merupakan hal utama untuk mewujudkan mimpi 

mereka dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan baik dalam dunia pendidikan, 

ekonomi, dan politik. Kekuatan serta keberanian perempuan adalah menjadi 

salah satu roda penggerak perubahan yang ada di Mojokerto.  

 Dalam hal ini, Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat 

tercipta dan dipertahnakan atau diubah melalui tindakan dan interaksi 

manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara 

objektif, namun pada kenyataannya semua itu dibangun dalam devinisi 

subjektif melalui proses interaksi.  

 Peter L.Berger dan Thomas Luckman. Yang mana hubungan manusia 

dan masyarakat merupakan dialektika yang terdiri atas tiga tahap yaitu 

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi 

1. Eksternalisasi 

  eksternalisasi disini individu bebas dalam melakukan hal atau bebas 

berekspresi. Sehingga apa yang mereka lakukan menjadi suatu kebiasaan 

yang bisa diterima masyarakat “society is a human product”.  

Merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam 

dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. baik dalam kegiatan 

mental maupun fisik. ini menjadi sifat dasar manusia, ia akan selalu 
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mencurahkan diri dimana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti 

sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha 

mengungkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan 

kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.
51

 

Eksternalisasi menunjukkan bahwa suatu realita sosial dapat 

terbentuk melalui tindakan individu yang diwujudkan melalui suatu 

interaksi sosial. Untuk relisasinya, di dalam interaksi sosial ini individu-

individu membuat suatu simbol dan benda-benda hasil buatannya. Oleh 

karena itu, dalam eksternalisasi terbentuk suatu ciri khusus dari interaksi 

sosial yaitu individu-individu tersebut.
52

 

 Seperti halnya Perempuan di lembaga legislatif, pada awalnya kurang 

begitu bisa menarik perhatian. Sebab perempuan pada waktu itu mengalami 

stigma buruk. Apalagi di Mojokerto yang mana notabenya masih memegang 

kental budaya bahwa perempuan baiknya itu berada dirumah tidak baik jika 

perempuan keluar dari rumah. Dari sini perempuan ingin membentuk diri 

untuk menguatkan eksistensi dalam masyarkat. Berawal dari sejarah 

kerajaan majapahit  dibawah kepemimpinan Tri Buana Tungga dewi mampu 

berkembang pesat hingga merajai nusantara. Akhirnya perempuan di 

lembaga legislatif menyakini bahwa kita mempunyai keturunan majapahit. 

Maka, kita juga bisa dan mampu mematahkan stigma buruk yang ada dalam 

masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di lembaga 

                                                 
51

 Bungin, Burhan.2008. Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse 
TeknologiKomunikasi di Masyarakat). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.15 
52

 Ibid, hlm. 15 
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legislatif Mojokerto semakin tahunnya bertambah. Bahkan, perempuan di 

lembaga legislatif menjadi pemimpin jalannya sidang (menjadi ketua 

Dewan). Kemudian keterwakilan perempuan legislatif mojokerto menjadi 

salah satu keterwakilan yang paling banyak dibandingkan dengan daerah 

lain.  

 Perempuan di lembaga legislatifpun mengalami problematika dan 

kendala ketika memutuskan untuk maju sebagai anggota legislatif. Karena 

beliau ditentang oleh norma dan stigma yang ada di masyarakat. Para 

perempuan harus berusaha dua kali lipat jika di bandingkan dengan laki-

laki. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan perempuan di lembaga legislatif. 

Maka, proses eksternalisasi menekankan pada adanya kesadaran dalam diri 

perempuan anggota legislatif untuk tetap berjuang. 

Ragam pluralitas masyarakat Indonesia menjadi permasalahan 

tersendiri, tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Masalahnya sangat tergantung bagaimana 

mengkonstruksi norma dan stigma ke dalam tatanan sosial masyarakat 

Indonesia. Dalam konteks semacam ini, pendekatan politis dan teologis 

akan banyak mengalami hambatan, karenanya perlu pendekatan sosiologis 

agar masyarakat secara tidak langsung mengkonstruksi tatanan soaialnya 

sendiri. 

2. Objektivasi 

objektivasi. Dalam proses ini, terjadi peristiwa yang menunjukkan 

perubahan dari sebuah proses konseptual yang diwujudkan dalam suatu 
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realitas nyata yang akan menjadi bagian dari kehidupan individu. Hal ini 

akan menjadi suatu kebiasaan yang akan dilakukan secara berulang-ulang 

oleh individu dalam kelompok tersebut. Tindakan ini akan menjadi suatu 

kebiasaan bagian mereka dan akan menjadi bagian yang tetap bagi realitas 

mereka.
53

 

 Disini perempuan sebagai fungsi pembangunan dan role model bagi 

perempuan lain. Maka perempuan harus masuk di lembaga legislatif hadir 

dalam wujud nyata. Hal ini, perlu masuk dalam intitusi tersebut agar bisa 

menjalankan visi dan misi sebagai peran perempuan dalam pembangunan 

serta sebagai role model. Kemudian perempuan di lembaga tersebut 

membuat regulasi yang mendukung perempuan untuk bergerak sesuai 

dengan bidangnya. Sebagai perempuan yang berada di lembaga legislatif 

tentu memiliki tanggung jawab lebih. Mensejahterahkan perempuan 

misalnya. 

3. Internalisasi 

internalisasi, merupakan suatu proses sosialisasi dari proses objektivasi. 

Proses internalisasi lebih merupakan pengerapan kembali dunia objektif ke 

dalam kesadaran sedemikian sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh 

struktur dunia sosial. Macam-macam unsur dari dunia diobjektivasikan akan 

ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya sekaligus sebagai 

                                                 
53
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gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil 

dari masyarakat
54

 

Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia 

objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu 

dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia 

yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas 

diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. 

Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.
55

 

 Dalam hal ini, tidak ada bosannya perempuan di lembaga legislatif 

mensosialisasikan dan memberikan pemahaman terhadap perempuan lain. 

Bahwa perempuan itu tidak ada yang namanya langkah sempit hanya saja 

citra dan stigma yang beredar menjelekkan dan menjatuhkan perempuan. 

Akan tetapi, itu bukanlah halangan bagi perempuan untuk menjadi sesuai 

dengan yang mereka harapkan. Dan inilah menjadi proses internalisasi. 

 Hal ini, dibuktikan dengan terjunnya perempuan anggota legislatif 

mereka mencoba menjadi penggerak perubahan bagi masyarakat. Yang 

sasarannya adalah orang desa khususnya perempuan. Serta tidak pernah 

lelah untuk mensosialisakan hal-hal yang menyangkut perempuan. Dari 

situlah perempuan lembaga legislatif makna dan arti penting dari adanya 

keterwakilan perempuan di ranah publik. 

 Proses kontruksi sosial akan terjadi kepada siapa saja karena pada 

dasarnya kontruksi sosial terjadi karena ada hubungan manusia yang saling 

                                                 
54

 Ibid, hlm. 16 
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 Ibid, hlm 16 
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berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. realitas sosial merupakan konstruksi 

sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas 

melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu 

menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan 

kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media 

produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia 

sosial.
56
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Dan dengan hasil penelitian 

yang sudah dijabarkan dan dianalisis. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

peran perempuan di lembaga legisltif kab. Mojokerto dalam perspektif 

kontruksi sosial dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Peran perempuan di lembaga legislatif, peran perempuan merupakan 

sangat penting dan harus ada. Karena perempuan merupakan bagian 

dari pada kehidupan. Serta, perempuan menjadi objek ketidakadilan 

dan ketidaksetaraan yang mana hak-haknya harus diperjuangkan. 

Peran perempuan di lembaga legislatif sangat penting untuk menjaga 

serta mengatur kemajuan para perempuan lain. Adapun penelitian di 

lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a.  Perempuan di lembaga legislatif sebagai pembuat kebijakan yang 

mampu memposisikan perempuan dengan ramah. Yang mana 

selama ini, para perempuan di lembaga legislatif selalu 

mengusulkan kebijakan yang melindungi perempuan. Seperti 

halnya dibuatkan peraturan dilarang merokok di tempat umum, 

ruangan untuk ibu menyusui, serta ruang tunggu di terminal 

mojokerto yang dipisah untuk laki-laki dan perempuan. 
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b. Sebagai role model, sebab perempuan selama ini sebagai 

subordinat di tengah masyarakat. Maka diperlukan figur untuk 

perempuan lain.  

c. roda penggerak perubahan. Yang mana menuntut perempuan untuk 

bekerja dilapangan serta bercengkrama dengan masyarakat. Dan 

tentu hal ini, bukan hanya sekedar bertemu dan tatap muka biasa. 

Tetapi disini para perempuan lembaga legislatif memberi arahan 

(edukasi) untuk masyasakat. Khususnya perempuan 

2. Perjuangan perempuan dalam masuk lembaga legislatif memiliki 

hambatan, bukan berarti dengan hambatan kemudian perempuan 

berhenti untuk meraih mimpinya. Hal tersebut malah membuat 

perempuan sangat bersemangat untuk mewujudkan mimpi mereka. 

Hambatan tersebut yaitu : 

Masyarakat cenderung termakan isu bahwa perempuan mempunyai 

langkah sempit. Akan tetapi hal ini, tidak bisa dibenarkan. Sebab, 

para perempuan di lembaga legislatif sangat berbalik dari kata 

tersebut. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan perempuan di 

lembaga legislatif yang selalu hadir ketika rapat paripurna, 

perempuan di lembaga legislatif juga aktif mengusulkan berbagai 

inovasi dan ide-ide untuk kab. Mojokerto. Diantaranya raperda 

kesetaraan gender dalam pembangunan daerah demi mendukung 

pembangunan kabupaten mojokerto. Serta dalam pembangunan, 

perempuan lembaga legislatif meminta agar seluruh desa di 
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mojokerto kegiatan ibu-ibu PKK harus aktif demi kemajuan ibu-

ibu (perempuan) yang mana ibu PKK di ajarkan cara membatik 

dan membuat kue. 

 

 Saran  

Dengan melihat penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat 

penulis berikan adalah ; 

1. Untuk perempuan di lembaga legislatif 

Di harapkan agar selalu membela hak-hak perempuan, seperti yang selama ini 

beliau-beliau lakukan. Bukan hal yang mudah memang. Tapi, akan selalu ada 

jalan untuk penyelesaian. Sebab selama ini, perempuan di lembaga legislatif 

kab. Mojokerto mampu mewarnai dalam keterlibatan politik perempuan. Di 

harapkan selalu memberi contoh yang baik terhadap perempuan yang lain. 

Karena, perempuan membutuhkan role model sebagai acuan. Yang perlu di 

ingat, usaha-usaha perbaikan kehidupan perempuan. Bukan usaha memerangi 

laki-laki, tetapi usaha mengubah sistem dan struktur laki-laki dan perempuan 

memiliki kesempatan yang sama. Atau bertumpu pada sistem dan ideologi 

yang lebih egaliter. 

2. Untuk sesama perempuan 

Fakta menunjukkan bahwa begitu banyak kendala yang harus di hadapi 

perempuan dalam partisipasi politik. Baik yang bersifat kultural maupun 

struktural. Maka dari itu, di harapkan saling mendukung terhadap perempuan. 

Bukan malah meragukan serta menjatuhkan perempuan. Kita menyakini berjalan 

bergandengan itu lebih kuat ketimbang berjalan sendirian.  
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